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Menjaga Kestabilan,
Meningkatkan Kesejahteraan

Maintaining Stability, Increasing Prosperity



Seni Gerabah

Kerajinan Gerabah Tradisional
Proses pembuatan gerabah adalah dari
tanah liat yang dicampur air, kemudian
dibentuk, lalu dikeringkan dengan udara
dan dibakar dengan api. Secara filosofis,

ini dapat dimaknai sebagai upaya meramu
empat unsur dasar alam yang tidak tetap
(air, tanah, udara dan api) menjadi sesuatu
yang berbentuk tetap atau stabil (produk
gerabah yang keras, kuat dan tahan
lama). Dilihat dari sisi yang lebih praktis,
gerabah dapat memberikan peningkatan
kesejahteraan, baik karena penggunaannya
dapat memudahkan hidup, sebagai tempat
air, ataupun secara komersial untuk
menghasilkan uang.

Traditional Pottery Craftmanship
The process of making pottery is from
clay mixed with water, then formed,
then dried with air and burned with fire.
Philosophically, this can be interpreted as
an effort to mix the four basic elements
of nature that are unstable (water, earth,
air and fire) into something fixed in form
or stable (pottery products that are hard,
strong and durable). Viewed from a
more practical side, pottery can provide
improved welfare, either because its use
to make life easier, as a container for water,
or it can be sold commercially
to generate money.




Menjaga Kestabilan,
Meningkatkan Kesejahteraan

Pada 2017, OJK menerbitkan serangkaian kebijakan dalam
rangka menjaga stabilitas keuangan melalui penguatan
infrastruktur pengawasan dan penerapan standar internasional
pada lembaga jasa keuangan. Dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, OJK juga bekerja sama dengan
lembaga terkait melalui berbagai kegiatan untuk perluasan akses
keuangan.

In 2017, OJK publishes a series of policies in order to maintain
financial stability through strengthening the supervision
infrastructure and the adoption of international standards on
financial services institutions. In order to increase prosperity,
OJK also works with related institutions through various
activities to expand financial access.
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V l s l Menjadi lembaga pengawas Industri Jasa

Vision Keuangan yang terpercaya, melindungt
kepentingan konsumen dan masyarakat,
dan mampu mewujudkan industri jasa
keuangan menjadi pilar perekonomian
nasional yang berdaya saing global serta
dapat memajukan kesejahteraan umum

Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017

)



Tata Kelola dan Manajemen Strategis Outlook dan Arah Strategis 0JK 2018 Laporan Keuangan 0JK 2017
Governance and Strategic Management Outlook and 0JK Strategic Direction in 2018 0JK 2017 Financial Report
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Mission

* To implement all financial services sector
activities in a regulated, fair, transparent

and accountable manner 0 .
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Logo OJK mengandung filosofi yang mencerminkan:

a. Kesederhanaan, yaitu melambangkan kesederhanaan
dalam bersikap namun cepat dalam bertindak dalam
menjalankan fungsi yang diamanatkan kepada OJK.

b. Ringan, yaitu melambangkan OJK yang akan selalu
bekerja dengan kerendahan hati, ringan tangan, tidak
membeda-bedakan dalam menunaikan kewajiban
yang diamanatkan kepada OJK.

c. Garis-garis tegas, melambangkan OJK yang
akan selalu bertindak tegas dalam menjalankan
kewajibannya.

d. Warna merah pada logo, melambangkan OJK yang
‘hidup’ selalu memiliki semangat baru atau semangat
yang tidak pernah akan berhenti bekerja hingga
tercapai kesempurnaan pelaksanaan tugas yang
diamanatkan.

e. Warna merah pada huruf OJK, melambangkan kesan
kokoh dan elegan, menyiratkan bahwa OJK sebagai
lembaga yang maju dan bervisi ke masa depan.

f. Gelombang berwarna merah dan putih,
melambangkan OJK yang memiliki sikap dinamis
dalam bekerja namun selalu dalam koridor yang
diamanatkan.

g. Susunan huruf O dan J yang tersambung serta
huruf J dan K yang terputus, melambangkan OJK
yang selalu menjalankan tugas dengan standar yang
sama dalam kondisi apapun, baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama, dengan fasilitas yang
lengkap maupun terbatas.

Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017
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0OJK logo contains a philosophy that reflects:

a.

Simplicity, symbolising the simplicity of the attitude
yet quickness in executing the function mandated to
OJK.

. Modesty, representing self-effacement, dilligence and

inclusiveness in fulfilling obligations mandated to
OJK.

Clear lines, signifying that OJK will always act
decisively in carrying out its obligations.

. Red color in the logo embodies that OJK exists

with new or unwavering spirit to achieve perfect
implementation of mandated duties.

Red color of OJK letters provides a solid and elegant
impression, implying that OJK is a progressive
institution with a vision for the future.

The red and white wave epitomises dynamism within
the mandated corridor.

. Connecting the letters ‘O’ and ‘J’ while separating

the letters ‘J’ and ‘K’ symbolises that OJK will always
implement its duties pursuant to the same standards
under any conditions, individually and jointly, with
complete or limited facilities.



Governance and Strategic Management

Nilai-Nilai Strategis

Strategic Values

Outlook and 0JK Strategic Direction in 2018

0JK 2017 Financial Report

Integritas

Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan
konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan
organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan
komitmen.

Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan
kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja
terbaik.

Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku
kepentingan baik internal maupun eksternal secara
produktif dan berkualitas.

Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku
kepentingan serta memperluas kesempatan dan
akses masyarakat terhadap industri keuangan.

Visioner
Wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan
serta dapat berpikir di luar kebiasaan.

Integrity

Integrity is the quality of being objective, fair and
consistent pursuant to the Code of Ethics and
organisation policy with honour, honesty and
commitment.

Professionalism

Professionalism is working with full responsibility
based on sound competence in order to achieve the
best possible performance.

Synergy
Synergy is productive collaboration with all
stakeholders, internal and external.

Inclusive

Inclusive entails openness and acceptance of diverse
stakeholders as well as the endeavors undertaken

to broaden public opportunities and access to the
financial industry.

Visionary

Visionary is having comprehensive insight, forward
looking and the ability to think outside of the
proverbial box.
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Struktur Organisasi

Organization Structure
BOARD OF COMMISSIONERS

Kepala Eksekutif

Wakil Ketua/Ketua

Kepala Eksekutif

Ketua Dewan Komisi Etik Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Pengawas IKNB
Komisioner Vice Chairman of the Pengawas Perbankan I%xec tive Head Executive Head of
Chairman of the Board Board of Commissioners Executive Head of . Non-Bank Financial
.. . . . . . of Capital Market o
of Commissioners & Chairman of Ethics Banking Supervision . Institutions
. Supervision .
Committee Supervision
PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL
OPERATIONAL ACTIVITIES IMPLEMENTATION
ADK ADK ADK ADK
Bidang 1 Bidang 2 Bidang 6 Bidang 7
————————————— SCPR
DKPT DKPS DKML DKIK DKHK DKOI DKAI DKEP
DKST DOSM DMSP DPSI DHUK DLAC DPAI DPLK
DP3T DPJK SKHI DKEU GPHK GIKM DRPK DLIK
GPTI DLOG GPAF

GPUT

Shared Function

Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017




Governance and Strategic Management Outlook and 0JK Strategic Direction in 2018 0JK 2017 Financial Report

Dewan Komisioner

Bidang Edukasi dan E)fj)r:‘}liilizn;arri Komisioner Ex-Officio EILCHELD

Ketua Dewan Audit Perlindungan Konsumen Kementerian Keuangan dari Bank Indonesia dan Dewan Audit

Chairman of Audit Board Commissioner in Charge Ex.Officio Commissioner Ex-Officio Commissioner Comm.lttees and
of Consumer Education from Bank Indonesia Audit Board

and Protection from Ministry of Finance

P

ADK ADK ADK
Bidang 3 Bidang 4 Bidang 5
DKB1 DKB2 DKB3 DKB4 DKM1 DKM2 DKI1 DKI2
DPNP DPKP DPB1 KR/KOJK DPM1 DPM3 DPI1 DPI3
DPIP DPMK DPB2 DPM2 DPM4 DPI2 DPI4
DPBS DKIP DPB3

Pengawasan | Supervision
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Serah Terima
Jabatan
Dewdn
Komisioner OJK

Pada 20 Yulc 2017, Ketua Mabkamab, Agung, Pada hari yang sama, 03K mengadakan acara
mengambil sumpab. jabatan dan melantik Ketua serab terima fabatan ADK periode 2012-2017
dan Anggota Dewan Komisioner OIK Periode kepada ADK periode 2017- 2022. Anggota
2017-2022 sesuai Keppres No.. 87/P.2017 tentang Dewan Komisioner periode 2017 — 2022
Pemberbentian dan Pengangkatan Anggota juga menyampaikan apresiasi dan terima
Dewan Komisioner Otonritas Yasa Keuangan. kasib kepada Anggota Dewan Komisioner
Melalui pelantikan ini, maka tujubh Anggota Periode 2012 — 2017 atas kerfja keras dan

Dewan Komisioner O0IK Periode 2017-2022 akan pencapaiannya selama 5 tabun pengaldian.
melaksanakan tugas sebagaimana diamanatban

Undang-Undang 03K Na.21/2011 tentang OIK

bersama dengan Anggota Dewan Komisioner 03K

ex-afficio. dari Bank Indonesia dan Kementerian

Keuangan.

Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017
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Handover

the New OJK
Board of
Commissioners

On 20% Quly 2017, the Chiek Suitice of the On the same day, 03K beld a handover
Supreme Counrt of the Republic of Indonesia, ceremany for the outgoing members of the
inaugurated the incoming 03K Chairman and 03K Baard of Commissioners for the period
Baard of Commissioners for the period from fram 2012-2017 and the incaming members of
2017-2022 pursuant to Presidential Regulation the OYK Bol for the periocd from 2017-2022.
(Perpres) No. 87/P.2017 concerning the Jbhe Member of Board of Commissioners Period
Discharge and Appointment of Members of 2017 - 2022 expressed their appreciation to. Jhe
the 03K Board of Commissioners. At the Member of Baard of Commissioners Periad 2012
inauguration, seven members of the OYK Board - 2017 for their hard work and achievements in
of Commissioners Period 2017 - 2022 were the past 5 years of service.

sworn in to. execute theirn duties in accordance
with the 03K Act (No. 21) of 2011 together
with the Ex-Officio. members of the 0K Board
of Commissioners from Bank Indonesia and the
Ministry of Finance.

Indonesia Financial Services Authority 2017 Annual Report
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Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, OJK secara berkelanjutan
telah menghasilkan berbagai kebijakan strategis yang dapat
mendukung upaya terciptanya stabilitas sistem keuangan,
pengembangan Sektor Jasa Keuangan serta peningkatan tingkat
literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Peningkatan kapasitas internal organisasi juga terus menjadi prioritas.
Kami patut bersyukur bahwa OJK dapat melalui masa transisi
kepemimpinan pada tahun ini dengan baik. Kami mengucapkan terima
kasih kepada Anggota Dewan Komisioner periode tahun 2012-2017
yang telah meletakkan pondasi awal organisasi dengan baik. Kami
berharap pada masa periode kepemimpinan saat ini, yaitu periode
tahun 2017-2022, OJK dapat lebih meningkatkan kontribusinya baik
dalam menjaga stabilitas Sektor Jasa Keuangan maupun dalam
meningkatkan peran Sektor Jasa Keuangan mendukung gerak roda
perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 mengambil
tema “Menjaga Kestabilan, Meningkatkan Kesejahteraan”. Tema ini
mencerminkan bagaimana OJK menaruh perhatian besar pada upaya
membangun resiliensi industri jasa keuangan dalam menghadapi
dinamika ekonomi global dan domestik. Selain itu, tema ini juga
menggambarkan kebijakan OJK yang juga menitikberatkan pada upaya
meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat ketimpangan
masyarakat melalui berbagai program peningkatan akses masyarakat
ke dalam Sektor Jasa Keuangan.

Sepanjang tahun 2017, pemulihan ekonomi dunia terus berlanjut,
baik di negara maju maupun negara berkembang. Namun demikian,
terdapat sejumlah downside risk yang patut dicermati seperti
kelanjutan pengetatan kebijakan moneter negara maju, perang dagang
dan ketegangan geopolitik di beberapa kawasan.

Sejalan dengan arah pemulihan ekonomi global, pertumbuhan
ekonomi domestik mengalami perbaikan, tumbuh sebesar 5,07%,
lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong
oleh membaiknya pertumbuhan investasi dan sektor perdagangan
internasional, seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur di
berbagai daerah serta penguatan permintaan dan harga komoditas.
Selain itu, tingkat inflasi juga berada pada level yang terkendali
sepanjang tahun 2017 dan terjaga dalam kisaran target 4+1%.

Seiring dengan perbaikan ekonomi domestik, persepsi risiko dan
kepercayaan global jugamembaik, tercermin darilembaga pemeringkat
utama dunia yang menaikkan peringkat Indonesia menjadi investment
grade. Di samping itu, peringkat Global Competitiveness Index tahun
2017-2018 Indonesia juga naik dari peringkat 41 menjadi 36. Demikian
juga untuk Ease of Doing Business, posisi Indonesia melonjak
signifikan dari peringkat 91 menjadi 72.

Laporan Keuangan 0JK 2017
0JK 2017 Financial Report

0OJK sustainably formulated strategic policies to create and maintain
financial system stability, develop the financial services sector and
increase financial literacy and inclusion.

Strengthening internal capacity is also being our priority. We are
grateful that OJK effectively transitioned to a new leadership without
any significant disruptions. | would like to express my sincere
appreciation to the outgoing Board of Commissioners, who served
from 2012-2017 and built a solid foundation since establishment of
the Financial Services Authority (OJK). | hope that the new leadership,
with a tenure from 2017-2022, will build on previous achievements
to maintain financial stability as well as to increase financial services
sector contribution to support national development agendas.

The OJK Annual Report 2017 is entitled “Maintaining Stability,
Increasing Prosperity”, which clearly reflects OJK’s great concern in
building the resilience of the financial services industry to face the
global and domestic economic dynamics. The theme also describes
OJK policy to ameliorate public prosperity and welfare by increasing
financial inclusion.

In 2017, the global economic recovery persisted both in advanced
and developing economies. Nevertheless, several downside risks
continued to demand vigilance, including a persistently tight monetary
policy stance in advanced economies, trade war and geopolitical
tensions in several regions.

In line with the global economic recovery, Indonesia’s economic
growth demonstrated an improvement direction, which accelerated to
5.07% in 2017 higher than in the same period last year’s growth, as a
corollary of solid investment growth, particularly building investment
and international trade in line with large-scale infrastructure
development, rising commodity prices and increasing demand.
Furthermore, inflation was controlled throughout 2017 within the
target corridor of 4.0+1%.

Consonant with domestic economic gains, the risk perception and
confidence of global investors in national economic fundamentals
improved, with the leading international rating agencies affirming
investment grade status for Indonesia. Moreover, Indonesia’s Global
Competitiveness Index for 2017-2018 improved from 41 to 36, while
the Ease of Doing Business ranking improved from 91 to 72.

Indonesia Financial Services Authority 2017 Annual Report
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Sambutan Ketua Dewan Komisioner

Chairman’s Foreword

Selama tahun 2017, stabilitas Sektor Jasa Keuangan masih terjaga
dengan didukung oleh kinerja Pasar Modal yang baik dan ketahanan
lembaga keuangan yang solid, baik di industri Perbankan maupun
Industri Keuangan Non Bank.

Pada industri Pasar Modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
pada akhir tahun 2017 ditutup pada posisi 6.355,65 atau mengalami
peningkatan sebesar 19,99% (yoy), dimana Indonesia merupakan
salah satu indeks dengan perkembangan terbaik kelima di kawasan
setelah Hong Kong, India, Filipina, dan Korea Selatan. Sejalan dengan
kinerja pasar saham, kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN)
juga menunjukkan penguatan, tercermin dari penurunan yield SBN
di semua tenor serta investor nonresiden yang mencatat net buy di
pasar SBN.

Pada industri perbankan, pertumbuhan aset, kredit dan dana pihak
ketiga (DPK) menunjukkan perbaikan. Total aset meningkat sebesar
9,77% (yoy) menjadi Rp7.387,14 triliun, kredit meningkat 8,24% (yoy)
menjadi Rp4.737,97 triliun dan DPK tumbuh 9,35% (yoy) menjadi
Rp5.289,02 triliun. Pertumbuhan industri Perbankan ini didukung
oleh permodalan dan likuiditas yang memadai, tercermin dari rasio
kecukupan modal (CAR) Bank Umum yang mencapai 23,91%. Selain
itu, rentabilitas industri perbankan juga menunjukkan perbaikan
dengan tumbuhnya laba sebesar 21,43% (yoy) sehingga ROA naik
menjadi 2,38%

Sejalan dengan perkembangan industri perbankan, kinerja industri
keuangan non bank (IKNB) bergerak positif dengan nilai total aset
naik 13,72% (yoy) menjadi Rp2.208,50 triliun. Sektor Jasa Keuangan
non-bank yang mengalami peningkatan terbesar adalah industri
perasuransian, diikuti lembaga jasa keuangan khusus dan lembaga
pembiayaan. Aset industri asuransi tumbuh 16,98% (yoy) menjadi
Rp1.173,12 triliun dengan nilai investasi perusahaan asuransi yang
tumbuh 20,24% (yoy) menjadi Rp1.007,39 triliun. Sementara itu,
untuk perusahaan pembiayaan, piutang pembiayaan mengalami
peningkatan sebesar 7,05% (yoy) menjadi Rp414,84 triliun. Perusahaan
dana pensiun juga mencatatkan pertumbuhan yang positif dengan
nilai investasi yang meningkat sebesar 10,98% (yoy) menjadi Rp254,48
triliun.

Sektor Jasa Keuangan Syariah juga mengalami pertumbuhan yang
positif, tercermin dari peningkatan aset perbankan dan IKNB syariah
yang lebih tinggi dari industri keuangan konvensional serta kinerja
Pasar Modal Syariah yang cukup menggembirakan. Porsi keuangan
syariah (tidaktermasuk saham syariah) pada akhirtahun 2017 mencapai
8,24% dari total aset keuangan nasional. Untuk industri perbankan
syariah, pertumbuhan aset, pembiayaan dan DPK adalah masing-

Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017
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Tentang 0JK Fokus 0JK 2017

0JK Focus in 2017

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan
Overview of the Financial Services Industry

In 2017, the Indonesian financial sector remained stable, accompanied
by robust financial institutions and a positive performance in the
domestic capital market index.

In Capital Market Industry, the Jakarta Composite Index (JCI) closed at
alevel 0f 6,355.65, rallying 19.99% (yoy) on 2016 to place Indonesia fifth
behind Hong Kong, India, the Philippines and South Korea in terms of
index performance. Congruous with stock market performance, the
SBN market also rallied, with lower yields reported on all tenors and
non-resident investors booking a net buy in the SBN market.

In the banking industry, total assets, loans and deposits posted solid
growth in 2017, increasing respectively at 9.77% (yoy), 8.24% (yoy) and
9.35% (yoy) to Rp7,387.14 trillion, Rp4,737.97 trillion and Rp5,289.02
trillion. Banking sector growth was supported by national banking
industry resilience, as evidenced by a sufficient Capital Adequacy
Ratio (23.91%), an improvement in banking profitability (21.43% yoy)
and an increasing Return on Assets (2.38%).

Congruous with banking industry performance, the nonbank financial
industry also gained momentum, with total assets increasing 13.72%
(yoy) to Rp2,208.50 trillion. The insurance industry, followed by
special financial services institutions and finance companies were
the key drivers of the nonbank financial services sector. Furthermore,
insurance companies asset grew 16.98% yoy to Rp1,173.12 trillion
with the total investment value grew 20.24% yoy to Rp1,007.39 trillion.
In terms of finance companies, financing receivables posted 7.05%
(yoy) growth to Rp414.84 trillion. In addition, OJK also recorded a
10.98% (yoy) increase in the investment value of pension funds to
Rp254.48 trillion in the reporting period.

The Islamic financial services sector also maintained growth in
positive territory, reflected by the expanding assets of Islamic banks
and nonbank financial institutions. In 2017, the market share of Islamic
finance has reached 8.24%. Accordingly, the assets, financing and
deposits of the Islamic banking industry grew respectively by 18.98%
(yoy), 15.20% (yoy) and 18.07% (yoy) to Rp424.18 trillion, Rp285.69
trillion and Rp334.89 trillion. Furthermore, Islamic NBFI assets



Tata Kelola dan Manajemen Strategis
Governance and Strategic Management

Outlook dan Arah Strategis 0JK 2018
Outlook and 0JK Strategic Direction in 2018

masing sebesar 18,98% (yoy), 15,20% (yoy) dan 18,07% (yoy), menjadi
Rp424,18 triliun, Rp285,69 triliun dan Rp334,89 triliun. Sejalan dengan
perbankan syariah, aset IKNB Syariah juga mengalami kenaikan,
tumbuh sebesar 12,54% (yoy), menjadi Rp99,13 triliun. Sektor Pasar
Modal Syariah juga mengalami peningkatan jika dibanding tahun
sebelumnya tercermin dari peningkatan total Nilai Aset Bersih Reksa
Dana Syariah yang meningkat 89,83% (yoy) mencapai Rp28,31 triliun

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang
pengaturan dan pengawasan, OJK selama tahun 2017 telah
menerbitkan 79 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). POJK ini
meliputi 23 peraturan di sektor Perbankan, 48 peraturan di sektor
Pasar Modal, tujuh peraturan di sektor Industri Keuangan Non Bank,
dan satu peraturan tentang penyidikan Sektor Jasa Keuangan. Salah
satu pengaturan yang diterbitkan adalah ketentuan mengenai obligasi
daerah dan green bond yang mendukung pembiayaan infrastruktur
nasional.

Melengkapi upaya penguatan kerangka pengaturan ini, OJK juga
memberikan perhatian besar pada upaya menjaga stabilitas sistem
keuangan sebagai upaya untuk menciptakan landasan pembangunan
yang berkelanjutan, optimalisasi peran Sektor Jasa Keuangan (SJK)
dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan mewujudkan
kemandirian finansial masyarakat serta mendukung peningkatan
pemerataan dalam pembangunan.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK telah
melaksanakan serangkaian kegiatan strategis antara lain penguatan
Protokol Manajemen Krisis Lintas Institusi, penguatan fungsi
penyidikan, serta pengembangan Sistem Informasi Perizinan dan
Registrasi Terintegrasi (SPRINT) dengan modul Obligasi dan Sukuk
untuk Emiten Bank. OJK juga telah melakukan pengembangan Sistem
Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang merupakan sistem informasi
yang dikelola OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan
dan layanan informasi di bidang keuangan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri jasa keuangan
domestik yang berskala internasional, OJK bersama dengan
lembaga terkait telah menyelesaikan pelaksanaan Mutual Evaluation
Review (MER) tahun 2017, Financial Sector Assessment Program
(FSAP) Indonesia tahun 2016/2017 dan Reports on the Observance
of Standards and Codes in Accounting and Auditing (ROSC A&A)
Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen OJK untuk selalu menjaga
standar kualitas pengembangan Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan
international best practices.
OJK juga menerbitkan serangkaian kebijakan strategis yang
ditujukan untuk optimalisasi peran industri jasa keuangan dalam
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posted 12.54% (yoy) growth to Rp99.13 trillion. Islamic capital market
performance also improved on the previous year, with the total net
asset value (NAV) of Islamic investment funds soaring 89.83% (yoy)
to Rp28.31 trillion.

Executing its core regulation and supervision functions, OJK
promulgated 79 OJK Regulations (POJK), consisting of 23 POJK for
the banking industry, 48 for the capital market, 7 for the nonbank
financial industry and 1 concerning investigations in the financial
services sector. One of the regulations issued is the provision on
municipal bonds and green bonds to promote national infrastructure
financing.

The Financial Services Authority (OJK) also focused on maintaining
financial system stability in order to create a sustainable foundation
for development, optimise the role of the financial services sector in
accelerating national economic growth and realise public financial
independence, while backing equitable development.

In terms of maintaining financial system stability, OJK implemented a
series of strategic activities, including strengthening the Inter-Agency
Crisis Management Protocol (CMP), strengthening the investigation
function as well as developing the Integrated Registration and
Licensing Information System (SPRINT) with the Bonds and Sukuk
module for Bank Issuers. OJK also developed the Financial Information
Services System (SLIK) managed by OJK to support the supervision
and information services function in the financial sector.

Striving to enhance the international competitiveness of the domestic
financial services sector, OJK in conjunction with other relevant
institutions implemented the Mutual Evaluation Review (MER) 2017,
Indonesia Financial Sector Assessment Program (FSAP) 2016/2017
and Indonesia Reports on the Observance of Standards and Codes
in Accounting and Auditing (ROSC A&A), which demonstrated OJK'’s
avowed commitment to constantly maintaining quality standards in
terms of financial services sector development.

0OJK also issued a series of strategic policies to optimise the financial
services sector's role in accelerating national economic growth,
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Sambutan Ketua Dewan Komisioner

Chairman’s Foreword

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, seperti kebijakan untuk
pengembangan sektor infrastruktur, pertanian, kelautan dan perikanan,
serta UMKM. Kebijakan tersebut di antaranya melalui pengembangan
dan optimalisasi program dan produk keuangan seperti Reksa Dana
Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun
Aset (KIK-EBA) dan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi
(EBA-SP), Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Program
Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), Program Asuransi Penyingkiran
Kerangka Kapal, Program Asuransi Nelayan, Program Asuransi Usaha
Budidaya Udang, Program JARING, Pengembangan Perusahaan
Penjaminan Kredit Daerah, dan Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif.
pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang berkelanjutan juga
menjadi perhatian OJK dengan menyediakan kerangka pengaturan
terkait penerbitan Efek Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond).

Dalam rangka meningkatkan peran industri jasa keuangan syariah
dalam memajukan perekonomian nasional, OJK juga menerbitkan
beberapa kebijakan strategis yang diantaranya melalui penerbitan
Roadmap Sektor Jasa Keuangan Syariah. Berbagai kegiatan
pengenalan keuangan syariah kepada masyarakat secara rutin terus
dilaksanakan, seperti melalui Keuangan Syariah Fair serta iB Vaganza.
Selanjutnya, dalam rangka memperluas akses masyarakat
berpendapatan rendah serta mendukung upaya peningkatan
pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan UMKM,
OJK melaksanakan beberapa inisiatif strategis, antara lain bekerjasama
dengan beberapa pondok pesantren melakukan peluncuran Bank
Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
Kegiatan ini merupakan inovasi OJK dalam rangka meningkatkan
inklusi keuangan masyarakat mikro dan kecil melalui komunitas
pondok pesantren. Selain itu, berbagai program peningkatan inklusi
keuangan terus dikembangkan dan dioptimalkan, seperti program
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), program Tabungan
Bagi Mahasiswa dan Pemuda, program Simpanan Pelajar, program
Layanan Keuangan Mikro, pelaksanaan kegiatan KOINKU (Kompetisi
Inklusi Keuangan) dan penyediaan Pusat Edukasi, Layanan Konsumen
dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU) di berbagai daerah. Sedangkan
terkait dengan fungsi perlindungan konsumen keuangan, OJK terus
melakukan penguatan pada layanan konsumen keuangan melalui
Financial Customer Care OJK, optimalisasi peran Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan penerbitan
Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK)

Melengkapi berbagai upaya ini, OJK juga mendukung berbagai
program Pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan UMKM, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
dan pemberdayaan masyarakat mikro dan kecil melalui Kredit Ultra
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including policies for the infrastructure sector, agriculture, maritime
and fisheries aswell as micro, small and medium enterprises (MSME).
Such policies were implemented, amongst others, by releasing
Private Equity Funds (RDPT), asset-backed securities — collective
investment contracts (KIK-EBA) and asset-backed securities in the
form of participatory notes (EBA-SP), Rice Farm Insurance (AUTP),
Beef Cattle Insurance (AUTS), Ship Salvage Insurance, Fishermen'’s
Insurance, Shrimp Aquaculture Insurance, the JARING (Affordable,
Synergic and Guidelines) program, People’s Business Loans
(KUR) Disbursements 2017, Regional Credit Guarantee Company
Development and Financing for the Creative Economy. In addition,
0OJK backed government policy to realise a sustainable financial
services sector by issuing several regulations pertaining to Green
Bonds.

Seeking to expand the Islamic financial services sector’s role in
the national economy, OJK issued several strategic policies and
introduced the public to the financial services sector through
publication of the Islamic Financial Services Sector Roadmap as well
as by organising the annual Islamic Financial Fair and iB Vaganza.

In addition, to expand access to low-income communities and
back efforts to increase equitable development, as well as
empowering MSMEs, OJK implemented strategic initiatives that
include cooperation with Islamic boarding schools OJK strategic
initiatives cooperated with Islamic boarding schools (pesantren)
to launch lIslamic microfinance institutions (Micro Waqf Banks).
Islamic microfinance institutions are an OJK innovation to raise
financial inclusion in the communities around pesantren boarding
schools. Moreover, OJK has optimalised the implementation of a
number of strategic activities, including Regional Financial Access
Acceleration Teams (TPAKD), the Student and Youth Savings
Account, Microfinance Services, KOINKU (Financial Inclusion)
Competition, as well as Education Centre Consumer Services and
MSME Financial Access (PELAKU) in various regions and Municipal
Bonds. Concerning financial consumer protection function, OJK
continues to strengthen the financial consumer services through
0OJK’s Financial Customer Care, optimizing the role of Alternative
Dispute Settlement Institutions in the Financial Services Sector and
publishing the Consumer Financial Protection Strategy (SPKK).

0OJK also supports various Government programs aimed to improve
the welfare of communities and MSMEs, through the People’s
Business Credit (KUR) program and the empowerment of micro and
small communities through Ultra Micro Credit (UMI), the Prosperous
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Mikro (UMi), Program Membina Keluarga Sejahtera (MEKAAR) dan
Bansos Non-Tunai melalui peran aktif lembaga jasa keuangan.

Penyampaian Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017
ini merupakan media untuk menginformasikan berbagai inisiatif
dan kebijakan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017 dan
juga sebagai bentuk pertanggungjawaban OJK kepada pemangku
kepentingan atas seluruh pelaksanaan tugas dan wewenangnya,
sesuai amanat Undang-Undang OJK. Laporan Tahunan ini juga
memuat Laporan Keuangan beserta hasil audit Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan
OJK tahun 2017 dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Akhir kata, kami atas nama Dewan Komisioner menyampaikan terima
kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan
yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK selama tahun
2017. Apresiasi sebesar-besarnya juga kami berikan kepada seluruh
jajaran pegawai yang bekerja dengan penuh kesungguhan dan
menjunjung tinggi nilai-nilai strategis OJK serta berdedikasi tinggi
dalam mewujudkan visi dan misi OJK. Ke depannya, OJK akan terus
berupaya memperbaiki kinerjanya, meningkatkan kualitas layanan
kepada Sektor Jasa Keuangan dan memberikan perlindungan bagi
konsumen keuangan. OJK akan terus membangun kerjasamanya
dengan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Bank Indonesia
serta lembaga-lembaga terkait lainnya dalam rangka menjadi Otoritas
yang melakukan pengaturan dan pengawas Sektor Jasa Keuangan
yang kredibel dalam mewujudkan Sektor Jasa Keuangan yang tangguh,
tumbuh berkelanjutan dan berperan optimal serta mampu melindungi
konsumen dan masyarakat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Demikian pengantar kami, kiranya Laporan Tahunan Otoritas Jasa
Keuangan tahun 2017 ini dapat menjadi sumber informasi yang
komprehensif atas pelaksanaan seluruh fungsi dan tugas OJK serta
dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Laporan Keuangan 0JK 2017
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Family Development Program (MEKAAR) and Non-Cash Bansos
through the active role of financial services institutions.

The OJK’Annual Report 2017 is a media to relay information
concerning OJK's various endeavours and achievements in 2017
as well as a form of accountability to the stakeholders in terms of
task implementation and authority in pursuance of the mandate
stipulated in the OJK Act. In this report also contains the Financial
Statements and the Auditor's Report from the Audit Board of the
Republic of Indonesia, which concluded an unqualified opinion.

In closing, on behalf of the Board of Commissioners, | would like to
express my deepest gratitude to all stakeholders who supported OJK
task implementation in 2017. | also extend sincere appreciation to
all OJK employees who have worked tirelessly and with dedication
to uphold the strategic values and realise the vision and mission.
Moving forward, OJK will constantly strive to improve performance,
enhance the financial services sector and consumer protection.
OJK will continue to strengthen policy coordination with the
Government, People’s Representative Council and Bank Indonesia
as well as other relevant institutions to build a credible supervision
agency and realise a solid and sustainable financial services sector,
while protecting the consumer and creating equitable prosperity and
welfare.

Presumably, this edition of the Annual Report 2017 can provide
an invaluable source of comprehensive information on the
implementation of all OJK duties and functions to be used as a
reference by all stakeholders.

Jakarta, 28 Agustus / 28" August 2018
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Chairman of the Board of Commissioners of
Financial Services Authority

Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D

Indonesia Financial Services Authority 2017 Annual Report

\)



Board of Commissioners

kiri ke kanan
left to right

Duduk - Seated

1. Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D
Ketua Dewan Komisioner
Chairman of the Board of Commissioners

kiri ke kanan
left to right

Berdiri - Standing

3. Prof. Dr. H. Mardiasmo, MBA, PhD, Akt, QIA, CA, CfrA
Komisioner Ex-Officio dari Kementerian Keuangan
Ex-Officio of Commissioners from Ministry of Finance

4. Drs. Ahmad Hidayat, Akt.CA. MBA
Ketua Dewan Audit
Chairman of the Audit Board

5. Ir. Hoesen M.M
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Executive Head of Capital Market Supervision

6. Heru Kristiyana SH., MM
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
Executive Head of Banking Supervision

s

Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017

€23

0JK at a Glance 0JK Focus in 2017 Overview of the Financial Services Industry

. Ir. Nurhaida, MBA

Wakil Ketua Dewan Komisioner
Vice Chairman of the Board of Commissioners

. Riswinandi

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
Executive Head of Non-Bank Financial Institutions Supervision

. Tirta Segara, SE., MBA

Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Commissioners in charge of Consumer Education and Protection

. Mirza Adityaswara, SE., M.App. Fin.

Komisioner Ex-Officio dari Bank Indonesia
Ex-Officio of Commissioners from Bank Indonesia



Indonesia Financial Services Authority 2017 Annual Report g
)



£

0JK at a Glance

Board of Commissioners’ Profile Period 2017 - 2022

Wimboh Santoso lahir di Boyolali, Jawa Tengah,
15 Maret 1957. Wimboh Santoso menamatkan
pendidikan sarjananya di Universitas Negeri
Surakarta pada 1983. Wimboh Santoso
melanjutkan studinya dan meraih gelar Master
di University of lllinois pada bidang Business
Administration pada tahun 1993 serta membawa
pulang gelar Ph.D di bidang Banking Finance dari
Loughborough University pada tahun 1999.

Jejak karir Wimboh Santoso dimulai sebagai
pengawas bank di Bank Indonesia dan berlanjut
sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan
Perbankan di Bank Indonesia periode 2010-2012.
Wimboh Santoso pernah bertugas sebagai
Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York
dan Direktur Eksekutif International Monetary
Fund (IMF) pada 2013. Sejak 2015, Wimboh
Santoso bertugas sebagai Komisaris Utama PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan pada tahun 2016
ia menjadi Direktur Lembaga Pengembangan
Perbankan Indonesia.

Di luar kesibukannya sebagai Ketua OJK, Wimboh
Santoso juga berperan aktif sebagai Ketua Umum
Masyarakat Ekonomi Syariah dan juga Ketua
Majelis Pakar Dewan Masjid Indonesia. Wimboh
Santoso masih aktif sebagai pengajar di beberapa
universitas ternama di Indonesia, baik untuk
program Sarjana maupun Pasca Sarjana.

Pada 20 Juli 2017, Wimboh Santoso ditetapkan
sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK
berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun
2017. Wimboh Santoso dilantik dan mengucapkan
sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung
untuk masa jabatan 2017-2022.
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Born in Boyolali, Central Java, on 15" March 1957,
Wimboh Santoso graduating from a bachelor’s
degree at the State University of Surakarta in
1983. He furthered his studies and earned a
master’s degree in Business Administration

from the University of lllinois in 1993 and

brought home a Ph.D. in Banking Finance from
Loughborough University, UK, in 1999.

Wimboh Santoso began his career as a bank
supervisor at Bank Indonesia. His devotion to
the banking community of Indonesia continued,
serving as Director of Banking Research and
Regulation at Bank Indonesia from 2010-2012.
Furthermore, he was installed as Head of Bank
Indonesia’s Representative Office in New York and
Executive Director at the International Monetary
Fund (IMF) in 2013. In 2015, Mr Santoso served
as President Commissioner of PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk before his appointment to Director
of the Indonesian Banking Development Institute
(LPPI) in 2016.

Beyond his duties as Chairman of the OJK

Board of Commissioners, Wimboh Santoso also
plays an active role as Chairman of the Sharia
Economic Community and Chairman of the Expert
Assembly of the Indonesia Mosque Council. The
senior banker has also taught undergraduate and
postgraduate programs at several prestigious
universities in Indonesia.

On 20" July 2017, Wimboh Santoso was
appointed Chairman of the OJK Board of
Commissioners pursuant to Presidential Decree
No. 87/P of 2017 and subsequently sworn in
before the Chief Justice of the Supreme Court for
a tenure from 2017-2022.
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Nurhaida lahir di Padang Panjang, 27 Juni

1959. Nurhaida berhasil meraih gelar Insinyur
Bidang Kimia Tekstil dari Institut Teknologi
Tekstil Bandung dan meraih gelar Master of
Business Administration dari Indiana University,
Bloomington, Amerika Serikat.

Nurhaida mengawali karier di Kementerian
Keuangan pada tahun 1989. Sejumlah posisi

ia duduki, seperti Staf Ahli Bidang Kebijakan
dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar

Modal Kementerian Keuangan RI 2011, Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan periode 2011-2012, dan Anggota
Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
masa jabatan 2012-2017.

Nurhaida aktif mewakili OJK di forum
International seperti ASEAN Capital Market
Forum (ACMF) serta Organization of Securities
Commissions (IOSCO). Berbagai penghargaan
berhasil diraih seperti 71 Indonesian Inspiring
Women dari Obsession Media Group, Thomas
Mural Medallion dari Indiana University, dan 99
Most Powerful Women dari Globe Asia.

Pada 22 Agustus 2017, Nurhaida dilantik sebagai
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK berdasarkan
Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017.
Nurhaida dilantik dan mengucapkan sumpah di
hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa
jabatan 2017-2022.
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Born in Padang Panjang on 27% June 1959,
Nurhaida earned an engineering degree in
textile chemistry from the Bandung Institute

of Textile Technology, followed by a Master of
Business Administration from Indiana University,
Bloomington, United States of America.

Nurhaida kicked off her career at the Ministry of
Finance in 1989, serving a number of positions,
including the Ministry’s Expert Staff for Financial
Services and Capital Market Policy and Regulation
in 2011, Chairperson of the Capital Market and
Financial Institution Supervisory Agency from
2011 to 2012 and most recently as the Executive
Head of Capital Market Supervision on the OJK
Board of Commissioners from 2012-2017.

Nurhaida actively represents OJK at various
international forums, including the ASEAN Capital
Market Forum (ACMF) and the Organisation of
Securities Organisations (I0OSCO). Furthermore,
Nurhaida has won various accolades. She was
named one of 71 Inspiring Indonesian Women

by Obsession Media Group, presented with the
Thomas Mural Medallion by Indiana University
and listed as one of the 99 Most Powerful Women
by Globe Asia.

On 22" August 2017, Nurhaida was appointed
Vice Chairperson of the OJK Board of
Commissioners pursuant to Presidential Decree
No. 87/P of 2017 and subsequently sworn in
before the Chief Justice of the Supreme Court for
a tenure from 2017-2022.
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Heru Kristiyana lahir di Salatiga, 5 September
1956. Heru Kristiyana menamatkan pendidikan
sarjana di Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro pada 1982 dan melanjutkan ke
jenjang Master di Bidang llmu Ekonomi. Selain
itu, beliau mengikuti berbagai pelatihan dan
pendidikan baik domestik maupun internasional.

Heru Kristiyana memulai karir di Bank Indonesia
pada tahun 1982. Selama berkarir di Bank
Indonesia, penugasan yang dipercayakan
sebagian besar pada bidang perbankan. Heru
Kristiyana dipercaya memegang pimpinan satuan
kerja pengawasan Bank dan berpengalaman
mengawasi seluruh jenis Bank yang ada, baik
bank swasta, bank pemerintah maupun BPR.
Jabatan terakhir di Bank Indonesia sebagai
Direktur Eksekutif Departemen Pengawasan Bank
3 pada tahun 2013. Pengabdiannya di OJK diawali
pada tahun 2014 sebagai Deputi Komisioner
Pengawas Perbankan IV dengan lingkup tugas
pengawasan atas seluruh Bank yang berkantor
pusat di luar Jakarta, Kantor Regional dan Kantor
OJK seluruh Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, Heru Kristiyana
memberikan perhatian yang besar pada
peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber
daya manusia khususnya pengawas. Selain itu
komitmennya sangat tinggi dalam mendorong
bank-bank untuk menjadi bank yang sehat,
sehingga mampu meningkatkan kontribusi
dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
nasional.

Pada 20 Juli 2017, Heru Kristiyana ditetapkan
sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK
berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun
2017. Heru Kristiyana dilantik dan mengucapkan
sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung
untuk masa jabatan 2017-2022.
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Born on 5% September 1956 in Salatiga, Heru
Kristiyana graduating from the Faculty of Law,
Diponegoro University in 1982. He furthered

his education by earning a master’s degree in
Economics and has graduated from various
international and domestic education and training
programs.

Heru Kristiyana began his career in Bank
Indonesia in 1982. For most of his career at Bank
Indonesia, Heru Kristiyana was entrusted to the
banking sector, heading the Bank Supervision
work unit and supervising private banks, state-
owned banks and rural banks. In his final post
at Bank Indonesia, Heru Kristiyana served as
Executive Director of Banking Supervision in
2013 prior to his assignment to OJK in 2014 as
Deputy Commissioner of Banking Supervision,
overseeing all banks headquartered outside
Jakarta, as well as all OJK regional and branch
offices throughout Indonesia.

During his tenure, Heru Kristiyana has been a
staunch proponent of enhancing the capacity
and competencies of human resources, focusing
on supervisors, while also remaining avowedly
committed to improving bank soundness, thus
contributing to national economic growth and
development.

On 20t July 2017, Heru Kristiyana was appointed
member of the OJK Board of Commissioners
pursuant to Presidential Decree No. 87/P of 2017
and subsequently sworn in before the Chief
Justice of the Supreme Court for a tenure from
2017-2022.
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Hoesen lahir di Jakarta, 21 Februari 1966. Hoesen
mendapatkan gelar Sarjana Pertanian Universitas
Padjajaran pada tahun 1990 serta gelar Master
Manajemen Keuangan, Universitas Pelita Harapan.

Hoesen mengawali karirnya di Sektor Jasa
Keuangan pada sebuah Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) sebagai koordinator riset dan
metodologi program. Pada tahun 1996, Beliau
memulai karirnya di KPEI sebagai Kepala Divisi
Penjaminan dan Manajemen Risiko hingga 2005,
kemudian menjabat sebagai Direktur Utama pada
2005-2009. Selanjutnya Hoesen ditunjuk sebagai
Direktur Penilaian Perusahaan di PT Bursa Efek
Jakarta hingga 2015. Hoesen juga dipercaya
memimpin PT Danareksa sebagai Direktur selama
dua tahun terakhir sebelum menjadi Anggota
Dewan Komisioner OJK.

Semasa kariernya, Hoesen terlibat dalam Global
Custody and Portofolio Administration, State Street
KDEI, Managing Change di PT Kliring Penjaminan
Efek Indonesia dan turut aktif dalam Badan
Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

Hoesen juga terlibat aktif dalam forum
internasional antara lain pada forum Clearing and
Settlement, Ministry of Finance Indonesia, JICA
Tokyo Stock Exchange pada tahun 1997 dan forum
The Development and Regulation of Securities
Markets International Institute di Amerika Serikat
pada tahun 2017.

Pada 20 Juli 2017, Hoesen ditetapkan sebagai
Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan
Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Hoesen
dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan
Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan
2017-2022.
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Born in Jakarta on 21t February 1966, Hoesen
graduated from Padjajaran University’s School of
Agriculture in 1990 and earned a master’s degree
in Financial Management from Pelita Harapan
University.

Hoesen started his career at a Non-governmental
Organization (NGO) as research and program
methodology coordinator. In 1996, Hoesen began
his career at KPE| started as Head of Guarantee
and Risk Management Division until 2015, then
served as President Director in 2005 - 2009
Furthermore, Hoesen was appointed as Director
of Corporate Appraisals at PT Bursa Efek Jakarta
until 2015. Hoesen was subsequently entrusted
to lead PT Danareksa as Director for the past two
years prior to his appointment as member of the
OJK Board of Commissioners.

During his distinguished career, Hoesen has been
involved with the Global Custody and Portfolio
Administration and State Street KDEI, while also
Managing Change at the Indonesia Stock Market
Clearing House (KPEI) and taking an active role in
the Indonesia Capital Market Arbitration Board.

Hoesen also actively involved in international
forums such as the Clearing and Settlement
forum, the Ministry of Finance of Indonesia,
the JICA Tokyo Stock Exchange in 1997 and
The Development and Regulation of Securities
Markets International Institute forum

in USA in 2017.

On 20™ July 2017, Hoesen was appointed member
of the OJK Board of Commissioners pursuant

to Presidential Decree No. 87/P of 2017 and
subsequently sworn in before the Chief Justice of
the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.
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Riswinandi lahir di Jakarta, 12 September 1957.
Riswinandi meraih gelar Sarjana Ekonomi dari
Universitas Trisakti pada tahun 1984.

Riswinandi mengawali kariernya sebagai Vice
President HRG, PT Bank Niaga Tbk selama 12
tahun. Pada tahun 1999, Riswinandi bergabung
dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN) sebagai Senior Vice President-Loan
Work Out Division Head. Karier Riswinandi
berlanjut di 2001 ketika Riswinandi dipercaya
menjadi Direktur PT Bank Danamon Indonesia.
Tiga tahun berselang, Riswinandi dipercaya
menjadi Komisaris PT Asuransi Ekspor Indonesia
(Persero). Pada tahun 2010-2015, Riswinandi
dipercaya menjabat Wakil Direktur Utama

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sejak 2015, Riswinandi diangkat menjadi
Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) dan
sebagai Komisaris pada PT PEFINDO Biro Kredit.
Riswinandi pernah menjabat Wakil Ketua Umum
Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional
(PERBANAS) dan Anggota badan pengawas
lkatan Bankir Indonesia (IBI).

Pada 20 Juli 2017, Riswinandi ditetapkan sebagai
Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan
Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017.
Riswinandi dilantik dan mengucapkan sumpah
di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa
jabatan 2017-2022.
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Born on 12" September 1957 in Jakarta,
Riswinandi received a bachelor’s degree in
Economics from Trisakti University in 1984.

Riswinandi served as HRG Vice President at

PT Bank Niaga Tbk for 12 years. In 1999,
Riswinandi joined the Indonesian Bank
Restructuring Agency (IBRA) as Senior Vice
President — Loan Work Out Division. Riswinandi
subsequently continued his career in 2001, when
he assumed the Directorship of PT Bank Danamon
Indonesia. Three years later, Riswinandi was
installed as Commissioner of PT Asuransi Ekspor
Indonesia (Persero). Then, from 2010-2015, he
was entrusted to serve as Vice President Director
of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Since 2015, Riswinandi has been the President
Director of PT Pegadaian and Commissioner of
PT PEFINDO Credit Bureau. In addition, he
served as the Vice Chairman of the Indonesian
Commercial Banks Association (Perbanas)

and member of the Supervisory Board of the
Indonesian Bankers Association.

On 20" July 2017, Riswinandi was appointed
member of the OJK Board of Commissioners
pursuant to Presidential Decree No. 87/P of 2017
and subsequently sworn in before the Chief
Justice of the Supreme Court for a tenure from
2017-2022.
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Ahmad Hidayat lahir di Banyuwangi, 19 Juli
1966. Ahmad Hidayat mendapatkan gelar
sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas
Airlangga pada tahun 1988. Pada tahun 2000,
Ahmad mendapatkan gelar MBA - Finance, dari
University of lllinois, Urbana — Champaign,

Ahmad Hidayat mengawali karier sebagai Officer
di PT Bank Bali selama dua tahun sebelum
bergabung dengan Bank Indonesia pada 1992.
Karir di Bank Indonesia diawali sebagai Staf di
Biro Penelitian dan Pengembangan Perbankan
dan dilanjutkan dengan penugasan di PT

Bank Private Development Finance Company

of Indonesia (1995-1997). Karir selanjutnya
dijalankan pada bidang Akunting dan Sistem
Pembayaran (2000-2009) serta menjadi Kepala
Bagian Pengembangan Sistem Keuangan

Bank Indonesia (2010-2012). Pada tahun 2017,
Ahmad Hidayat ditugaskan sebagai Kepala

Grup Pengaturan, Perencanaan dan Pelaporan
Keuangan Bank Indonesia. Posisi terakhir di
Bank Indonesia adalah sebagai Direktur Eksekutif
dengan jabatan Staf Ahli Dewan Gubernur Bidang
Keuangan.

Berbagai jabatan pernah diamanatkan kepada
Ahmad Hidayat antara lain Anggota Dewan
Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi
Keuangan Bank Indonesia, Wakil Ketua Ikatan
Pegawai Bank Indonesia (IPEBI), Anggota Dewan
Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia dan
Anggota Dewan Pembina Yayasan Yasporbi.

Pada 20 Juli 2017, Ahmad Hidayat ditetapkan
sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK
berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun
2017. Ahmad Hidayat dilantik dan mengucapkan
sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung
untuk masa jabatan 2017-2022.
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Born in Banyuwangi on 19" July 1966, Ahmad
Hidayat earned a Bachelor of Economics in
Accounting from Airlangga University in 1988
before furthering his studies to obtain an MBA in
Finance from the University of lllinois, Urbana,
Champaign.

Ahmad Hidayat began his career as an Officer at
PT Bank Bali for two years before joining Bank
Indonesia in 1992 as a member of staff in the
Bureau of Banking Research and Development.
He was subsequently appointed to PT Bank
Private Development Finance Company of
Indonesia from 1995-1997 before pursuing a
career in accounting and payment systems from
2000-2009, becoming division head of Bank
Indonesia Financial System Development in 2010
until 2012. Ahmad Hidayat was assigned in 2017
to lead Bank Indonesia Financial Regulation,
Planning and Reporting as Group Head. His final
position at Bank Indonesia was Executive Director
of the Board of Governors’ Expert Staff.

Ahmad Hidayat has held various distinguished
positions, including member of the Bank
Indonesia Financial Accounting Steering
Committee, Vice Chairman of the Bank Indonesia
Employee Association (IPEBI), member of the
Bank Indonesia Pension Funds Supervisory Board
and board member of the Yasporbi Foundation.

On 20™ July 2017, Ahmad Hidayat was appointed
member of the OJK Board of Commissioners
pursuant to Presidential Decree No. 87/P of 2017
and subsequently sworn in before the Chief
Justice of the Supreme Court for a tenure from
2017-2022.
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Tirta Segara dilahirkan di Semarang, 6 Juli 1963.
Tirta Segara mendapatkan gelar sarjana dari
Jurusan Akuntansi, Universtas Diponegoro. Tirta
Segara menguatkan pemahamannya tentang
keuangan dengan merampungkan gelar Master
Business-Finance and Investment, The George
Washington University pada tahun 1994.

Tirta Segara telah mengemban beberapa peran
penting selama karirnya di Sektor Jasa Keuangan
antara lain VP Investment Banking di Ficorinvest
Bank pada 1995, Staf Gubernur Bank Indonesia
pada periode 1997 - 2001, dan Advisor-SEA

VG Office International Monetary Fund pada

2001 - 2004. Tirta Segara merupakan Lulusan
Terbaik Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia
(SESPIBI) Angkatan XXIX. Pada tahun 2010, Tirta
Segara diangkat sebagai Direktur Pengembangan
Perbankan Syariah, Bank Indonesia. Dua tahun
kemudian Tirta Segara dipercaya menjadi
Direktur Kerjasama Multilateral di Departemen
Internasional Bank Indonesia.

Pada awal 2014, Tirta Segara diangkat menjadi
Kepala Departemen Komunikasi, Bank Indonesia.
Semasa menjabat, Tirta terus berinovatif dalam
mengembangkan materi dan proses komunikasi
kepada stakeholders seperti pengunaan
infografis, mobile apps, media online, media
sosial, dan kanal lainnya.

Pada 20 Juli 2017, Tirta Segara ditetapkan sebagai
Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan
Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Tirta
Segara dilantik dan mengucapkan sumpah di
hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa
jabatan 2017-2022.
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Born in Semarang on 6" July 1963, Tirta Segara
graduated from the Faculty of Accounting of
Diponegoro University before furthering his
financial education with a Master of Business-
Finance and Investment from the George
Washington University in 1994.

Tirta Segara’s illustrious career in the financial
services sector includes serving as VP of
Investment Banking at Ficorinvest Bank in 1995,
Bank Indonesia Governor's Staff from 1997-
2001, and Advisor-SEA VG Office International
Monetary Fund in 2001-2004. Tirta Segara was

a top graduate from the XXIX Class of the Bank
Indonesia Leader Staff School (SESPIBI). In 2010,
Tirta Segara was appointed as Director of Sharia
Banking Development at Bank Indonesia. Two
years later, he was entrusted to lead Multilateral
Cooperation at the International Department of
Bank Indonesia as Director.

At the beginning of 2014, Tirta Segara was
appointed Head of the Bank Indonesia’s
Communication Department, where he
innovatively developed the communication
process and materials through the use of
infographics, online media, mobile apps, social
media and other channels.

On 20t July 2017, Tirta Segara was appointed
member of the OJK Board of Commissioners
pursuant to Presidential Decree No. 87/P of 2017
and subsequently sworn in before the Chief
Justice of the Supreme Court for a tenure from
2017-2022.
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Mardiasmo Lahir di Solo, Jawa Tengah, 10 Mei
1958. Mardiasmo mendapatkan gelar sarjana
dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Gadjah Mada pada 1981 dan
gelar master pada University of Bridgeport,
Connecticut, Amerika Serikat, pada 1989. Gelar
Doktor diperoleh dari School of Public Policy,
University of Birmingham Inggris pada 1999.

Perjalanan di bidang birokrasi dimulai ketika
beliau ditunjuk sebagai Staf Ahli Menteri
Keuangan Bidang Pengeluaran Negara pada 2004-
2006. Selanjutnya, Mardiasmo menjabat sebagai
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan pada 2006-2010, dan
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-

Rl) pada 2010-2014. Setelah dilantik sebagai
Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo sempat
dipercaya sebagai Plt. Direktur Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan pada 1 Desember 2014
-6 Februari 2015.

Dengan fokus pada bidang ilmu Akuntansi,
beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus
Nasional (DPN) lkatan Akuntan Indonesia

dari tahun 2010 hingga sekarang. Selain itu,
Mardiasmo juga merupakan Guru Besar Fakultas
Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah
Mada yang aktif sebagai penulis.

Pada 27 Oktober 2014 Mardiasmo diangkat
sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Kerja
2014 - 2019 dan pada 11 Desember 2014,
Mardiasmo ditetapkan sebagai Anggota Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio
Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 143/P Tahun 2014.
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Born in Solo, Central Java, on 10t May 1958,
Mardiasmo pursued his education in accounting
at the Faculty of Economics and Business

of Gadjah Mada University in 1981 before
earning a master’s degree from the University
of Bridgeport, Connecticut in 1989 and a Ph.D.
from the School of Public Policy, Birmingham
University, UK, in 1999.

His career as a bureaucrat began when appointed
to the Expert Staff on State Expenditure of the
Ministry of Finance, serving from 2004-2006.
Mardiasmo was then appointed Director General
of Fiscal Balance of the Ministry of Finance from
2006-2010 and Comptroller of the Finance and
Development Supervisory Agency of the Republic
of Indonesia from 2010-2014. After serving

as Deputy Finance Minister, Mardiasmo was
installed as Director General of Taxes, Ministry of
Finance on 1t December 2014 until 6™ February
2015.

With a strong focus on Accounting, Mardiasmo
has chaired the National Committee of the
Indonesian Association of Accountants since
2010 and was appointed Professor of the Faculty
of Economics and Business (FEB), Gadjah Mada
University, where he is a prolific author.

On 27t October 2014, Mardiasmo was appointed
as Deputy Finance Minister for the Working
Cabinet from 2014-2019 and on 11" December
2014, he was appointed as the Ex-Officio Member
of the OJK Board of Commissioners from the
Ministry of Finance pursuant to Presidential
Decree No. 143/P of 2014.
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Mirza Adityaswara, lahir di Surabaya pada 1965.
Mirza Adityaswara mendapatkan Gelar Sarjana
Ekonomi dari Universitas Indonesia serta gelar
Master of Applied Finance dari Macquarie University,
Sydney, Australia.

Mirza Adityaswara mengawali karir sebagai Dealer di
Bank Sumitomo Niaga pada tahun 1989. Sejak 2002-
2005, Mirza Adityaswara menjabat sebagai Director,
Head of Securities Trading & Research, Bahana
Sekuritas. Pada tahun 2005 - 2008. Mirza Adtyaswara
dipercaya menjadi Director, Head of Equity Research

& Bank Analysis di Credit Suisse Securities Indonesia.

Selama 2008 - 2010, Mirza Adityaswara bertugas
sebagai Managing Director, Head of Capital Market,
Mandiri Sekuritas, sekaligus sebagai Kepala Ekonom
Bank Mandiri Group.

Sebelum diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior
Bank Indonesia, Mirza Adityaswara menjabat
sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) dan sejak April 2012
ditugaskan sebagai Kepala Eksekutif LPS sekaligus
Dewan Komisioner. Selanjutnya, sesuai dengan
Keputusan Presiden Rl No.113/P Tahun 2013 tanggal
30 September 2013, diambil sumpahnya sebagai
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tanggal
3 Oktober 2013 untuk periode 2013 - 2014. Jabatan
tersebut diperpanjang berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 62/P Tahun 2014 untuk periode 2014
-2019.

Mirza Adityaswara menjabat sebagai Anggota Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio

Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor
61/P Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015. Selanjutnya,
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun
2017, Mirza Adityaswara kembali ditetapkan sebagai
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Ex-Officio Bank Indonesia untuk periode 2017 — 2022.

Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017

0JK Focus in 2017

Overview of the Financial Services Industry

Born in Surabaya in 1965, Mirza Adityaswara
graduated with a Bachelor of Economics from the
University of Indonesia and subsequently received
a Master of Applied Science from Macquarie
University, Sydney, Australia.

Mirza Adityaswara began his career as a Dealer at
Bank Sumitomo Niaga in 1989. From 2002-2005, he
served as Director of Securities trading and Research
at Bahana Securities and then from 2005-2008 he
was entrusted as Director of Equity Research and
Bank Analysis at Credit Suisse Securities Indonesia.
From 2008-2010, Mirza Adityaswara was appointed
Managing Director of the Capital Market at Mandiri
Securities and concurrently functioned as Chief
Economist at Bank Mandiri Group.

Prior to his appointment as Senior Deputy Governor
of Bank Indonesia, Mirza Adityaswara served on the
Board of Commissioners of the Deposit Insurance
Corporation (LPS) and in April 2012 was installed as
Chief Executive of the Deposit Insurance Corporation
(LPS) and concurrently as a member of the Board

of Commissioners. Pursuant to Presidential Decree
No. 113/P of 2013, dated 30th September 2013,

Mirza Adityaswara was sworn in as Senior Deputy
Governor of Bank Indonesia on 3rd October 2013

for the period from 2013-2014. His tenure was
subsequently extended for the period from 2014-2019
in accordance with Presidential Decree No. 62/P of
2014.

Mirza Adityaswara was appointed Ex-Officio Member
of the OJK Board of Commissioners from Bank
Indonesia though Presidential Decree No. 61/P of
2015, dated 23rd July 2015. His tenure was extended
for a second term as Ex-Officio Member of the OJK
Board of Commissioners from Bank Indonesia in 2017
based on Presidential Decree No. 87/P of 2017 for the
period from 2017-2022.
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Deputi Komisioner

Deputy Commissioners

kiri ke kanan
left to right

Duduk - Seated

1.

Y. Santoso Wibowo
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Il
Deputy Commissioner of Banking Supervision I

Anggar B Nuraini
Deputi Komisioner Pengawas IKNB |
Deputy Commissioner of Non-Banking Financial Industry Supervision |

Sri R.A Faisal

Deputi Komisioner Audit Internal Manajemen Risiko dan
Pengendalian Kualitas

Deputy Commissioner of Internal Audit, Risks Management and Quality
Control

Etty Retno Wulandari
Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan
Deputy Commissioner of Information Technology and Finance

Hendrikus Ivo

Deputi Komisioner Penyidikan, Organisasi dan Sumber
Daya Manusia

Deputy Commissioner of Financial Services Sector Investigation,
Organization and Human Resources

Ly D

Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017

M,
JO]
£
Fokus 0JK 2017
0JK Focus in 2017

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan
Overview of the Financial Services Industry

kiri ke kanan
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Berdiri - Standing

6.

10.

11.

12.

13.

14.

S. Batunanggar
Deputi Komisioner OJK Institute
Deputy Commissioner of 0JK Institute

Boedi Armanto
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan |
Deputy Commissioner of Banking Supervision |

Sarjito
Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Deputy Commissioner of Education and Consumer Protection

Fakhri Hilmi

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal | dan

Plt.Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I

Deputy Commissioner of Capital Market Supervision | and Acting Official Deputy
Commissioner of Capital Market Supervision Il

Imansyah
Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi
Deputy Commissioner of Integrated Regulation and Supervision

M. Ichsanuddin

Plt.Deputi Komisioner Pengawas IKNB Il

Acting Official Deputy Commissioner of Non-Banking Financial Industry Supervision
Il

Teguh Supangkat
Plt. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV
Acting Official Deputy Commissioner of Banking Supervision [V

Anto Prabowo
Plt. Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik
Acting Official Deputy Commissioner of Strategic Management and Logistics

Slamet Edi Purnomo
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Il
Deputy Commissioner of Banking Supervision IlI
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kiri ke kanan
left to right

Duduk - Seated

1.

Edy Setiadi
Advisor Senior Strategic Committee dan Pusat Riset
Senior Advisor of Strategic Committee and Research Center

Adie Soesetyantoro
Advisor Senior Strategic Committee dan Pusat Riset
Senior Advisor of Strategic Committee and Research Center
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3. Hernawan B. Sasongko
Advisor Senior Strategic Committee dan Pusat Riset
Senior Advisor of Strategic Committee and Research Center

4. Irwan Lubis
Advisor Senior Strategic Committee dan Pusat Riset
Senior Advisor of Strategic Committee and Research Center

5. Agus Edy Siregar
Advisor Senior Strategic Committee dan Pusat Riset
Senior Advisor of Strategic Committee and Research Center

6. Dumoly F. Pardede
Advisor Senior Strategic Committee dan Pusat Riset
Senior Advisor of Strategic Committee and Research Center
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Januari
January

Januari
January

OJK Terbitkan Panduan Penyelenggaraan Kantor Digital
untuk Wujudkan Perbankan Digital di Indonesia

OJK menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Digital
Branch oleh Bank Umum yang mengarahkan perbankan
menerapkan layanan perbankan digital untuk membentuk
digital branch, yaitu kantor atau unit bank yang khusus
menyediakan dan melayani transaksi dengan digital
banking. Penerbitan panduan ini selaras dengan
perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat dalam
memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan aktivitas
perbankan secara mandiri. Panduan ini menjadi acuan
bagi perbankan, nasabah, auditor, pengawas dan semua
pihak dalam memanfaatkan teknologi digital untuk layanan
digital branch oleh bank umum.

OJK Terbitkan Kebijakan Khusus Perbankan Untuk
Kabupaten Pidie Jaya, Kota Bima, Dan Kabupaten Karo
untuk Pulihkan Kinerja Perbankan dan Perekonomian
Pascabencana

Sehubungan bencana gempa di Kabupaten Pidie Jaya
Aceh dan banjir bandang di Kota Bima Nusa Tenggara
Barat yang berdampak signifikan terhadap kinerja
perbankan dan perekonomian di daerah tersebut, OJK
menerbitkan kebijakan dengan menetapkan Kabupaten
Pidie Jaya Aceh dan Kota Bima NTB sebagai daerah yang
memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank yang
berlaku selama tiga tahun terhitung sejak 20 Januari
2017. OJK juga memberikan perpanjangan jangka waktu
atas penetapan beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo
sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus
terhadap kredit bank selama satu tahun terhitung sejak
Januari 2017.

OJK published Implementation Guidelines for Digital
Branch Offices to realise Digital Banking in Indonesia
0OJK issued implementation guidelines for Digital
Branches by Commercial Banks that directs the

banking industry to apply digital banking services to
create digital branches, namely bank offices or units
that specifically provide digital banking services. The
guidelines were published in line with recent changes
in public behaviour and demand for the use of digital
technology to independently conduct banking activities.
The guidelines serve as a reference for the banking
industry, customers, auditors, supervisors and all
related parties in the utilisation of digital technology for
digital branch services by commercial banks.

OJK published bespoke Banking Policy for Pidie Jaya
regency, Bima city and Karo regency for Post-Disaster
Banking and Economic Recovery

In response to the earthquake in Pidie Jaya, Aceh,

and the flash flooding in Bima, West Nusa Tenggara,
which wreaked havoc on the banking industry and
economies in both regions, OJK issued policy to give
the regions special dispensation in terms of bank loans,
effective for three years commencing on 20th January
2017. Furthermore, OJK also extended by one year

the special status afforded to several districts in Karo
regency for bank loans from January 2017.
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OJK Terbitkan Aturan Dukung Implementasi Automatic
Exchange Of Tax Information (AEOI)

OJK menerbitkan peraturan untuk mendukung pelaksanaan
Automatic Exchange of Tax Information (AEOI) yang mulai
diimplementasikan pada September 2018. Penerapan AEOI
diharapkan memberikan manfaat bagi Indonesia, antara lain
pemerintah dapat memperoleh informasi keuangan wajib
pajak Indonesia yang masih menanamkan dananya di negara
atau yurisdiksi mitra secara resiprokal. OJK juga menyiapkan
ketentuan pelaksanaan berupa Surat Edaran OJK yang khusus
mengatur mengenai AEOI, antara lain mengatur mengenai
tata cara pelaksanaan uji tuntas (due diligence) kepada
nasabah asing dan tata cara penyampaian informasi keuangan
nasabah asing kepada otoritas pajak.

OJK issued Regulations to back Implementation of the
Automatic Exchange of Tax Information (AEOI)

OJK issued regulations to back implementation of the
Automatic Exchange of Tax Information (AEQI), which is

due to commence in September 2018. AEOI will provide the
Indonesian Government access to the financial information
of Indonesian taxpayers with placements in other regions
and jurisdictions through reciprocal exchange. Furthermore,
OJK also prepared implementation regulations in the form of
OJK Circular Letters that specifically regulate due diligence
for foreign customers and the reporting of foreign customers’
financial information to the tax authorities.

OJK Luncurkan Program AKSI Pangan: Akselerasi-Sinergi-
Inklusi Keuangan Untuk Dukung Kedaulatan Pangan

OJK meluncurkan Program “AKSI Pangan” yang merupakan
sinergi kebijakan dalam mengakselerasi inklusi keuangan
untuk mendukung program kedaulatan pangan.

Program AKSI Pangan merupakan akronim dari Akselerasi,
Sinergi dan Inklusi Keuangan di bidang pangan merupakan
upaya OJK bersama Kementerian terkait serta pelaku industri
jasa keuangan untuk mempercepat dan meningkatkan
pembiayaan sektor pangan khususnya pada sebelas komoditi
utama pangan. Diharapkan program ini dapat menjawab
masalah terbatasnya akses pembiayaan khususnya di sektor
ketahanan pangan yakni pertanian, kehutanan, perkebunan,
dan perikanan.

OJK launched the Food AKSI Program (Acceleration, Synergy
and Financial Inclusion to support Food Sovereignty

OJK launched the Food AKSI program to synergise policies
and accelerate financial inclusion to support food sovereignty
program.

AKSl is an acronym for Acceleration, Synergy and Financial
Inclusion in the food sector, which represents a tangible

effort by OJK, in conjunction with the relevant government
ministries and players in the financial services industry, to
accelerate and expand financing in the food sector, particularly
in terms of the 11 major food commodities. The program is
expected to address the issue of limited access to financing
that undermines food security, including the agricultural,
forestry, plantation and fisheries sector.

Dukung Perkembangan Industri Jasa Keuangan Syariah,

OJK Membentuk Forum CEO Sikompak Syariah

Sebagai salah satu upaya mendukung pertumbuhan

Sektor Jasa Keuangan Syariah, OJK membentuk forum

CEO SIKOMPAK (Sinergi Komunikasi, Pemasaran, dan
Pengembangan Keuangan) Syariah. Pembentukan Forum
CEO SIKOMPAK Syariah merupakan salah satu program kerja
yang dicanangkan dalam Inisiatif Strategis (IS)-6 “Mendorong
Akselerasi Pertumbuhan Industri Jasa Keuangan Syariah di
Indonesia”.

Pembentukan Forum ini bertujuan meningkatkan awareness
dan kerjasama dalam rangka pengembangan keuangan
Syariah dan koordinasi dengan pelaku industri untuk
mendukung pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan Syariah di
Indonesia. Forum ini diharapkan dapat meningkatkan pangsa
pasar seluruh Sektor Jasa Keuangan Syariah.

OJK formed the Sharia CEO Sikompak Forum to support
Sharia Financial Services Industry Development
Supporting Sharia financial services industry growth,

OJK formed the Sharia CEO Sikompak Forum (Synergic
Communication and Marketing as well as Financial
Development). The Forum is one of the work programs of
the Strategic Initiative (I1S)-6 to “Accelerate Sharia Financial
Services Industry Growth in Indonesia.”

The Forum was established to raise awareness and
cooperation in the development of Sharia finance as well

as coordination with industry players to stimulate Sharia
financial services industry growth in Indonesia. Furthermore,
the forum is expected to increase the market share of all
Sharia financial services sectors.
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OJK Terbitkan Tiga Peraturan Tindak Lanjut UU Pencegahan

Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

OJK menerbitkan tiga peraturan (POJK) sebagai tindak

lanjut dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU

PPKSK). UU PPKSK memberikan landasan hukum bagi OJK

dan lembaga/otoritas lain untuk menangani stabilitas sistem

keuangan serta melakukan tindakan dalam upaya mengatasi

permasalahan stabilitas sistem keuangan berdasarkan

tugas dan kewenangannya. Sebagai tindak lanjutnya OJK

menerbitkan tiga POJK yaitu:

1. POJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut
Pengawasan Bank Umum;

2. POJK tentang Bank Perantara; dan

3. POJK tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank
Sistemik.

POJK diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah
terhadap industri Perbankan serta mewujudkan industri
Perbankan yang lebih sehat, mandiri dan kompetitif, dan
berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

OJK issued three Follow-Up Regulations to the Financial

System Crisis Prevention and Mitigation (PPKSK) Act

OJK promulgated three OJK Regulations (POJK) as a follow-

up to the Financial System Crisis Prevention and Mitigation

(PPKSK) Act (No. 9) of 2016. The PPKSK Act provides a

legal framework for OJK and other institutions/authorities

to manage financial system stability and initiate actions to

overcome financial system stability issues pursuant to the

respective duties and jurisdiction of each institution. OJK

issued three POJK as follows:

1. POJK to Determine the Supervision Status and Follow-Up
Actions for Commercial Banks;

2. POJK concerning Intermediary Banks; and

3. POJK concerning the Action (Recovery) Plan for Systemic
Banks.

The OJK regulations are expected to increase consumer
confidence in the banking industry and create a sound,
independent and competitive banking industry that can help
to maintain financial system stability.

Perluas Sistem Informasi Debitur, OJK Luncurkan Sistem
Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

OJK meluncurkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
yang merupakan perluasan Sistem Informasi Debitur (SID).
SLIK merupakan sarana pertukaran informasi pembiayaan
atau perkreditan antar lembaga di bidang keuangan.

OJK mengharapkan SLIK dapat membantu peningkatan
jumlah penyediaan dana dan mampu mengendalikan
pertumbuhan kredit bermasalah. Melalui SLIK, lembaga

di bidang keuangan akan menyampaikan laporan debitur
secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu
sehingga diharapkan kualitas informasi debitur dapat tetap
terjaga. Informasi debitur dapat diakses untuk kebutuhan
penyediaan fasilitas kredit, pengelolaan manajemen risiko dan
pemenuhan peraturan OJK.

Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017

OJK launched the Financial Information Services System
(SLIK) to expand the Debtor Information System

OJK launched the Financial Information Services System
(SLIK) application to expand the Debtor Information System
(DIS) and to facilitate the exchange of financing and loan
information between institutions in the financial sector.

OJK expects SLIK to help increase the amount of funds
available and control the growth of non-performing loans
(NPL). Through SLIK, institutions in the financial sector will
submit complete, accurate, up-to-date and punctual debtor
reports, thereby maintaining the quality of debtor information,
which will be accessed to supply loan facilities, strengthen risk
management and to fulfil prevailing OJK regulations.
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Peluncuran Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan
(SPKK) OJK Periode 2013-2027

OJK meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan
(SPKK) Tahun 2013-2027, sebagai langkah evaluasi program
Perlindungan Konsumen OJK 5 tahun berjalan dan upaya
menjawab tantangan di 10 tahun mendatang. Penyusunan
strategi ini merupakan upaya menjawab tantangan serta isu
strategis perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan
baik di masa sekarang maupun masa mendatang dalam
ruang lingkup nasional, regional, maupun internasional.
Terdapat empat pilar utama perlindungan konsumen, yakni
(1) infrastruktur; (2) regulasi perlindungan konsumen;

(3) pengawasan market conduct; serta (4) edukasi dan
komunikasi.

OJK launched the Financial Consumer Protection Strategy
(SPKK) for 2013-2017

0OJK launched the Financial Consumer Protection Strategy
(SPKK) for 2013-2017 as a measure to evaluate the OJK
Consumer Protection program that has been ongoing for five
years as well as to answer the challenges for the upcoming 10
years. The strategy was prepared to address the current and
future challenges and strategic issues concerning consumer
protection in the financial services sector nationally, regionally
and internationally. There are four main pillars of consumer
protection, namely: (1) infrastructure; (2) consumer protection
regulations; (3) market conduct supervision; and (4) education
and communication.

Dorong Investasi di Pasar Modal, OJK Luncurkan Galeri
Investasi Mobile di Timur Indonesia

OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEl) meluncurkan Galeri
Investasi Mobile (GIM) di Universitas Cenderawasih (UNCEN),
Jayapura. Peluncuran GIM tersebut merupakan kelanjutan
dari bergulirnya pilot project GIM di kampus-kampus.
Pendirian GIM diharapkan dapat menjadi salah satu fasilitas
edukasi yang efektif bagi masyarakat untuk mempelajari seluk
beluk investasi di Pasar Modal serta simulasi praktik transaksi
saham secara online.

OJK launched the Mobile Investment Gallery in Eastern
Indonesia to Stimulate Capital Market Investment

In conjunction with the Indonesia Stock Exchange, OJK
launched the Mobile Investment Gallery (GIM) at the
Cenderawasih University (UNCEN) in Jayapura as a follow-up
to the roll out of GIM pilot projects at various campuses. The
Mobile Investment Gallery is an effective educational facility
for the public to learn the idiosyncrasies of investment in the
capital market, backed by practical online simulations of stock
transactions.

OJK Bentuk Forum Pakar Fintech (Fintech Advisory Forum)
OJK meresmikan terbentuknya Forum Pakar Fintech (Fintech
Advisory Forum) sebagai wadah pengembangan arah industri
Fintech, yang akan memfasilitasi dan memastikan koordinasi
antar lembaga, kementerian, dan pihak-pihak terkait dengan
pelaku start-up Fintech berjalan dengan lancar, konsisten dan
konstruktif. Pembentukan Forum Pakar Fintech ini diharapkan
dapat bermanfaat dan berdampak positif dalam mendukung
bertumbuhnya industri Fintech dan iklim bisnis industri jasa
keuangan yang adil, sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

OJK formed the Fintech Advisory Forum

OJK officially formed the Fintech Advisory Forum as a way
to orient Fintech industry development as well as facilitate
and ensure smooth, consistent and constructive coordination
between institutions, government ministries and other
relevant parties with Fintech start-ups. The Fintech Advisory
Forum is expected to support Fintech industry growth and
create a fair, healthy, competitive and sustainable business
climate in the financial services industry.
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OJK Percepat Waktu Perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk
Bagi Emiten Bank Melalui SPRINT

OJK meluncurkan Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi
Terintegrasi (SPRINT) untuk Penerbitan Obligasi dan

Sukuk bagi Emiten Bank sebagai upaya mempercepat

dan menyederhanakan proses Perizinan dengan cara
mengintegrasikan proses perizinan di kompartemen Pasar
Modal dan Perbankan.

Melalui SPRINT, proses perizinan Penerbitan Obligasi dan
Sukuk untuk Emiten Bank dipersingkat dari yang semula
membutuhkan waktu 105 hari menjadi 22 hari kerja. Sistem
ini merupakan upaya OJK untuk membangun mekanisme
perizinan penerbitan obligasi dan sukuk bagi emiten bank
yang terintegrasi melalui satu pintu. SPRINT juga dilengkapi
dengan fitur tracking sebagai bentuk transparansi proses
perizinan.

OJK streamlined the Licensing Process of Bond and Sukuk
Issuances for Bank Issuers through SPRINT

OJK launched the Integrated Licensing and Registration
Information System (SPRINT) of Bond and Sukuk Issuances
for Bank Issuers as a way to speed up and simplify the
licensing process by integrating licensing in the Capital Market
and Banking compartments.

Through SPRINT, the licensing process has been reduced
from 105 days to just 22 working days. The system represents
a concrete OJK measure to build a one-stop licensing
mechanism of bond and sukuk issuances for bank issuers.
SPRINT also provides a tracking feature to increase licensing
transparency.

OJK Luncurkan Buku Literasi Keuangan Untuk SMA Versi
Elektronik Serta Buku Literasi Keuangan Bagi Profesional Dan
Pensiunan

OJK mengembangkan program literasi keuangan ke berbagai
kalangan dengan memperbarui materi buku literasi keuangan
tingkat SMA melalui versi elektronik dan menerbitkan buku
literasi keuangan untuk segmen profesional dan pensiunan.
Untuk meringankan biaya pencetakan dan distribusi, OJK
menyusun buku versi elektronik atau e-book agar lebih mudah
dan murah dalam mengakses buku dimaksud.

OJK launched an Electronic Version of the Financial Literacy
Textbook for High Schools as well as Financial Literacy
Textbooks for Professionals and Retirees

OJK extended its financial literacy program to various groups
by updating the materials of the financial literacy textbook for
high school students through an electronic version as well as
publishing financial literacy textbooks for professionals and
retirees. To reduce the printing and distribution costs, OJK
launched electronic versions of the textbooks (e-books), which
facilitate easy and affordable access to the materials contained
within.

Dukung Program Pembangunan Berkelanjutan OJK
Luncurkan “Bali Center For Sustainable Finance”

0OJK bekerjasama dengan Universitas Udayana Bali
meluncurkan Bali Center For Sustainable Finance (BCSF)
sebagai upaya untuk menyediakan informasi terpadu
mengenai Keuangan Berkelanjutan bagi pemangku
kepentingan. Kegiatan ini merupakan implementasi Roadmap
Keuangan Berkelanjutan 2015-2019 yang diluncurkan OJK
pada Desember 2014 sekaligus bentuk dukungan kepada
pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pembentukan pusat informasi ini merupakan bentuk
dukungan menyeluruh dari Sektor Jasa Keuangan untuk
menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang
dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi,
sosial dan lingkungan hidup.

Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017

OJK launched the “Bali Centre for Sustainable Finance” to
support the Sustainable Development Program

In conjunction with Udayana University in Bali, OJK launched
the Bali Centre for Sustainable Finance (BCSF) to provide
stakeholders with integrated information on Sustainable
Finance as part of the Sustainable Finance Roadmap 2015-
2019 rolled out by OJK in December 2014, while also backing
government efforts to support sustainable development.

The Bali Centre for Sustainable Finance (BCSF) is a form of
comprehensive support for the financial services sector to
create sustainable economic growth by striking an optimal
balance between social, economic and environmental
interests.
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Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI)
Sebagai Upaya Akselerasi Pencapaian Indeks Literasi Dan
Inklusi Keuangan

OJK meluncurkan Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan
Indonesia (Revisit SNLKI) yang merupakan penyesuaian dari
strategi sebelumnya yang telah diluncurkan oleh Presiden
Republik Indonesia.

Revisit SNLKI ini merupakan pedoman bagi OJK, lembaga
jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya dalam
pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi
keuangan masyarakat Indonesia sebagaimana tertuang
dalam Pasal 2 dan 11 Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016
tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor
Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (POJK
Literasi dan Inklusi Keuangan).

OJK revisited the Indonesian National Financial Literacy
Strategy (SNLKI Revisited) to Accelerate Financial Inclusion
and Literacy Gains

OJK revisited the Indonesian National Financial Literacy
Strategy (SNLKI Revisited) to hone the previous strategy
launched by the President of the Republic of Indonesia.

SNLKI Revisited was produced as guidelines for OJK, financial
services institutions and other stakeholders concerning

the implementation of activities to raise financial inclusion
and literacy in Indonesia pursuant to Article 2 and 11 of

OJK Regulation (POJK) No. 76/POJK.07/2016 on Increasing
Financial Inclusion and Literacy in the Financial Services
Sector for Consumers and/or the Public.

OJK Menerbitkan Regulasi Penawaran Umum dan
Penambahan Modal Perusahaan Kecil dan Menengah

OJK menerbitkan POJK Nomor 53/ POJK.04/2017 dan POJK
Nomor 54/ POJK.04/2017 yang mengatur Penawaran Umum
dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil
atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

Peraturan ini merupakan bentuk komitmen OJK pada program
pemerintah untuk lebih memberdayakan pelaku usaha skala

kecil dan menengah serta mempermudah akses Emiten Skala
Kecil dan Emiten Skala Menengah untuk memanfaatkan Pasar

Modal menjadi alternatif pendanaan selain melalui perbankan.

OJK regulated Public Offerings and Supplemental Capital for
Small and Medium Enterprises (SME)

OJK issued OJK Regulation (POJK) No. 53/POJK.04/2017

and POJK No. 54/POJK.04/2017 concerning Public Offerings
and Supplemental Capital by granting Priority of Rights for
Purchases of Securities by Issuers with Small or Medium-scale
Assets.

The regulations demonstrate OJK’s commitment to
government programs that aim to empower SMEs and
expand SME access to the capital market as an alternative to
bank funding.

OJK Luncurkan Indonesia Bond Market Guide 2017

OJK bersama Asian Development Bank (ADB) dan
Kementerian serta Lembaga terkait menerbitkan Indonesia
Bond Market Guide 2017 (Indonesia BMG 2017). Penyusunan
Indonesia BMG 2017 bertujuan untuk menjadi guideline bagi
investor lokal maupun investor asing dalam memahami
perkembangan Pasar Surat Utang di Indonesia, serta
meningkatkan jumlah dan nilai transaksi Surat Utang dan
Sukuk.

OJK launched the Indonesia Bond Market Guide 2017

In conjunction with the Asian Development Bank (ADB) as
well as relevant government ministries and institutions, OJK
launched the Indonesia Bond Market Guide 2017 (Indonesia
BMG 2017). Indonesia BMG 2017 contains guidelines

for local and non-resident investors to understand Debt
Market development in Indonesia, while simultaneously
increasing the value and number of debt securities and sukuk
transactions.
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Perubahan Peraturan Investasi Surat Berharga Negara bagi
LJKNB

Perubahan peraturan ini bertujuan untuk memperluas pilihan
instrumen investasi SBN kepada LIKNB sebagaimana
dipersyaratkan dalam POJK nomor 1/POJK.05/2016 tentang
Investasi Surat Berharga Negara Bagi LIKNB dengan
melakukan penempatan investasi pada Obligasi, Sukuk,

Efek Beragun Aset, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT),
dan/atau instrumen investasi lainnya yang diterbitkan oleh
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), dan/atau anak perusahaan dari Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), yang penggunaan dananya untuk
pembiayaan infrastruktur.

Regulatory Amendment to SBN Investments by Nonbank
Financial Services Institutions

The regulation was amended to expand the range of SBN
investment instruments available to nonbank financial
services institutions as stipulated by OJK Regulation (POJK)
No. 1/POJK.05/2016 concerning Tradeable Government
Securities (SBN) Investments for Nonbank Financial Services
Institutions through placements in bonds, sukuk, asset-
backed securities, Private Equity Funds (RDPT) and/or other
investment instruments issued by state-owned enterprises,
regional state-owned enterprises and/or subsidiaries of
state-owned enterprises utilising the funds for infrastructure
financing.

OJK terbitkan Peraturan tentang Pedoman Tata Kelola
Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai
Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Pedagang Efek (PPE)
Penerbitan peraturan ini mengatur antara lain: (1) Komitmen
pemegang saham dan RUPS; (2) Pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; (3) Larangan
Direksi dan Dewan Komisaris; (4) Remunerasi Direksi dan
Dewan Komisaris; dan (5) Etika bisnis. Peraturan ini juga
mewajibkan PEE dan/atau PPE untuk menyampaikan Rencana
Bisnis; dan Laporan penerapan tata kelola sesuai dengan
waktu yang ditentukan.

OJK issued Governance Guidelines for Securities Companies
acting as Underwriters and Broker-Dealers

The guidelines regulated the: (1) commitments of
shareholders and the general meeting of shareholders (RUPS);
(2) execution of duties and responsibilities of the Directors
and Board of Commissioners; (3) restrictions imposed on
Directors and Board of Commissioners; (4) remuneration of
the Directors and Board of Commissioners; and (5) business
ethics. The regulation also requires underwriters and
broker-dealers to submit a Business Plan and Governance
Implementation Report.

OJK Bentuk Bank Wakaf Mikro untuk Sasar Masyarakat
Bawah

0OJK mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
yang berlabel Bank Wakaf Mikro untuk mempermudah akses
keuangan masyarakat di tingkat bawah. LKMS tersebut
diinisiasi oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan
merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Pembiayaan
Syariah yang berbadan hukum koperasi. Tujuan pendirian
Bank Wakaf tersebut untuk bisa memberi pendampingan
kepada masyarakat di tingkat grass-roots, terutama di tingkat
lingkungan pesantren.

Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017

0OJK established Micro Waqf Banks to serve Low-Income
Workers

0OJK established Micro Wagf branded banks as Sharia
Microfinance Institutions providing low-income earners access
to finance. The Sharia microfinance institutions were initiated
by the National Amil Zakat Institution (Laznas) and are part

of Sharia Financing Institutions legally incorporated as
cooperatives. Waqgf Banks were created to provide grass-roots
mentoring, primarily in the pesantren environment (Sharia
boarding schools).
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OJK Terbitkan Peraturan terkait Obligasi Daerah

0OJK menerbitkan peraturan terkait Obligasi Daerah dalam
rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong
pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik.
OJK menerbitkan Peraturan Nomor 61/POJK.04/2017
tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah,
Peraturan Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi
Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi
Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dan Peraturan Nomor 63/
POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten
Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

OJK issued Regulations on Regional Bonds

OJK issued regulations on regional bonds to support the
government’s pro-infrastructure policies. Consequently, OJK
promulgated OJK Regulation (POJK) No. 61/POJK.04/2017
concerning the Registration Document for Public Offerings of
Regional Bonds; OJK Regulation (POJK) No. 62/POJK.04/2017
concerning the Form and Contents of Prospectuses for the
Public Offerings of Regional Bonds and/or Regional Sukuk;
and OJK Regulation (POJK) No. 63/POJK.04/2017 concerning
the Reporting Obligations for Issuers of Regional Bonds and/
or Regional Sukuk.
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Kebijakan Strategis dalam Rangka
Memperkuat Kapasitas Organisasi

Strategic Policies to Strengthen Organization Capacity

1 Januari
January

Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi (SIPEGA)

OJK meluncurkan sarana pelaporan gratifikasi secara
online yaitu Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi
(SIPEGA) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai

OJK melalui portal OJK POINTER. SIPEGA diharapkan
mengoptimalkan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
OJK dalam rangka penguatan integritas OJK dan seluruh
jajarannya.

SIPEGA melengkapi sarana pelaporan gratifikasi

yang selama ini telah dikelola Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG) OJK, yaitu laporan melalui

e-mail laporan.gratifikasi@ojk.go.id dan sarana
non-elektronik. SIPEGA mudah digunakan sehingga
memudahkan pegawai OJK untuk melaporkan penolakan
dan/atau penerimaan Gratifikasi serta melakukan monitor
laporan penolakan dan/atau penerimaan Gratifikasi yang
pernah dilaporkan pegawai OJK melalui SIPEGA.

Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik OJK
dan Barang Milik Pihak Lainnya di OJK

Penerbitan peraturan untuk mendukung kelancaran
operasional pelaksanaan fungsi dan tugas pokok OJK yang
memerlukan sarana dan prasarana yang memadai antara
lain dengan menggunakan Barang Milik Otoritas Jasa
Keuangan dan Barang Milik Pihak Lainnya. Barang Milik
OJK dan Barang Milik Pihak Lainnya di lingkungan OJK
perlu dikelola secara efektif, efisien dan tertib administrasi
sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang
berlaku.

Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017

Gratification Reporting Information System (SIPEGA)
OJK has launched an online reporting system, namely
the Gratification Reporting Information System
(SIPEGA), with access to all OJK employees through
the OJK POINTER portal. SIPEGA is expected to
optimise OJK'’s Gratification Control Program (PPG),
thus strengthening the integrity of OJK and all staff
employed within.

SIPEGA complements the existing avenues through
which to report gratification, as managed by the OJK
Gratification Control Unit (UPG), namely by email at
laporan.gratifikasi@ojk.go.id and non-electronic means.
SIPEGA is user friendly and allows OJK employees to
report any rejections and/or acceptances of gratification
as well as monitor existing reports through SIPEGA.

Regulatory Guidelines on the Management of OJK
Resources and Third-Party Resources at OJK

This regulation aims to support the smooth
implementation of OJK’s core function and duties
that require the use of OJK Resources and Third-Party
Resources at OJK. OJK Resources and Third-Party
Resources at OJK must be effectively and efficiently
manged with sound administration pursuant to
prevailing laws and regulations.
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Pembentukan Fungsi Pengelolaan Data dan Informasi
Statistik Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi serta Fungsi
Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan Fintech dan
Inovasi Keuangan Digital

0OJK membentuk unit kerja yang berfungsi melakukan
pengelolaan data dan informasi statistik SJK terintegrasi.
Selain itu, dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan,
perizinan, dan pengawasan terkait Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)
dan ekosistemnya, OJK secara khusus membentuk Unit Kerja
yang fokus terhadap pengaturan, perizinan, dan pengawasan
Fintech dan Inovasi Keuangan Digital.

Penyempurnaan Organisasi

Dalam rangka peningkatan program efisiensi dan efektivitas
organisasi, OJK melakukan perampingan organisasi dan
pengurangan fasilitas Anggota Dewan Komisioner. OJK
menggabungkan sejumlah satuan kerja organisasi setingkat
Deputi Komisioner. Tujuan perampingan ini bukan hanya
bagian dari tour of duty untuk melaksanakan proses
regenerasi dan pengembangan SDM semata, namun juga
menjadi bagian dari langkah penguatan peran dan fungsi
OJK. Upaya efisiensi juga dilakukan dengan mengevaluasi
tata persuratan yang akan memanfaatkan teknologi digital,
rekrutmen pegawai baru hanya untuk hal yang bersifat
mendesak, dan mengurangi seremonial yang tidak penting.

Penyempurnaan Peraturan Tentang Kode Etik OJK
Penyempurnaan peraturan ini merupakan wujud komitmen
Anggota Dewan Komisioner (ADK) untuk menjadi panutan
(role model) dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi
organisasi. Perubahan ketentuan Kode Etik OJK sebagai
berikut:

1. Anggota Dewan Komisioner OJK memberikan contoh
perilaku yang menjunjung tinggi integritas yang akan
berdampak pada efektivitas dan efisiensi biaya dalam
pelaksanaan tugas kedinasan

2. Anggota Dewan Komisioner wajib berperilaku yang
menunjukkan upaya efektivitas dan efisiensi biaya
khususnya dalam hal perjalanan dinas dalam dan luar
negeri, penggunaan fasilitas Anggota Dewan Komisioner
atau Pegawai, kegiatan seremonial dan keikutsertaan
dalam seminar yang kurang erat kaitannya dengan tugas
kedinasan.

Formation of an Integrated Financial Services Sector
Statistical Data and Information Management Function as
well as a Fintech Regulation, Supervision and Development
and Digital Financial Innovation Function

OJK created a work unit to manage integrated financial
services sector statistical data and information. Meanwhile,
concerning the regulation, licensing and supervision function
of IT-based Lending Services (LPMUBTI) and the related
ecosystem, OJK specifically established a work unit to focus
on Fintech regulations, licensing and supervision as well as
Digital Financial Innovation.

Organizational Improvements

In order to improve the efficiency and effectiveness of the
organization, OJK streamlining the organization and reducing
the facilities of the Board of Commissioners. Furthermore,
OJK consolidated several organisational work units at the
Deputy Commissioner level. Organisational streamlining was
not only part of the tour of duty in terms of HR regeneration
and development but also part of the regulatory measures

to improve the role and function of OJK. Efficiency was also
enhanced through an evaluation of the correspondence
system using digital technology, recruitment of new
personnel only if urgently required and reducing unnecessary
ceremonial pomp.

Regulation Enhancement to the OJK Code of Ethics

The Regulation Enhancement to the OJK Code of Ethics is

a commitment of the Member of Board of Commissioners

(ADK) to be role models in improving the effectiveness and

efficiency of the organization. Amendments to the provisions

of the Code of Ethics are as follows:

1. The members of the Board of Commissioners are expected
to act as role models in terms of upholding high integrity
that will impact cost effectiveness and efficiency when
executing their duties.

2. Members of the Board of Commissioners are required
to behave in a way that demonstrates efforts to improve
cost effectiveness and efficiency, particularly when on
official duties at home and internationally, when utilising
the facilities available to members of the Board and
employees, ceremonial activities as well as participation at
seminars that do not relate closely to their official duties.
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0OJK lakukan Optimalisasi SDM

0OJK sebagai Otoritas Sektor Jasa Keuangan harus mampu

merespon dinamika perubahan yang terjadi serta menjawab

harapan Pemerintah dan masyarakat agar OJK berperan
lebih efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan
mendorong peran industri jasa keuangan dalam membiayai
gerak roda pembangunan, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan menurunkan tingkat ketimpangan. Untuk

mengatasi hal itu, OJK mengambil kebijakan umum di

antaranya melalui:

1. Fine tune organisasi dan rotasi pegawai agar dapat
mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada
dan menciptakan proses keputusan yang lebih cepat dan
kualitas hasil kerja yang dapat mengatasi permasalahan
yang dihadapi.

2. Pembentukan Strategic Committee dan Pusat Riset (SCPR)
secara langsung bertanggung jawab kepada Anggota
Dewan Komisioner. Refocusing organisasi ini dimaksud
untuk memberikan fleksibilitas sehingga pegawai yang
memiliki potensi yang besar dan pengalaman yang luas
dapat ikut dalam mengaktualisasi dirinya dalam mencari
terobosan atas berbagai tantangan OJK ke depan.

3. Memberikan kesempatan pegawai yang berpotensi untuk
memiliki pengalaman di bidang yang baru dan belajar
menghadapi berbagai masalah yang lebih kompleks.

4. Melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Hasil
dari efisiensi anggaran ini akan diarahkan untuk membiayai
kegiatan yang lebih strategis dan memperkuat core
function OJK.

Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017

HR Optimisation

OJK, as the financial services sector authority, must respond
to changing dynamics as well as meet government and public
expectations in order to play a more effective role in terms

of maintaining financial system stability, promoting the role
of the financial services industry in development financing,
improving public prosperity and reducing poverty. To that
end, OJK has initiated public policies by:

1. Fine-tuning the organisation and employee rotation to
optimise the use of existing resources as well as create a
faster decision-making process and produce better quality
work to overcome the issues faced.

2. The establishment of a Strategic Committee and Research
Centre is directly responsible to the Member of Board of
Commissioners. Refocusing the organisation is intended
to provide greater flexibility so that employees with broad
potential and experience can realise self-actualisation in
terms of seeking breakthroughs to future OJK challenges.

3. Providing opportunities for employees with potential to
new experiences and teaching how to overcome more
complex issues.

4. Creating more efficient use of budgets. The proceeds of
greater budgetary efficiency will be used to offset more
strategic activities and strengthen the OJK'’s core function.
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Penyusunan Kompetensi Teknis OJK

Penyusunan kompetensi Teknis OJK bertujuan untuk
membantu dalam menetapkan kebutuhan kompetensi untuk
setiap Jabatan atau pekerjaan dan sebagai acuan dalam
implementasi sistem manajemen sumber daya manusia,
yaitu dasar bagi proses rekrutmen, pengembangan,
promosi,mutasi, rotasi, dan menciptakan talent terbaik, guna
mendukung kinerja organisasi.

Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Project Charter Inisiatif
Strategis 2018

Dalam rangka mendukung pencapaian Peta Strategi 2018
dan Destination Statement OJK 2017-2022, OJK menetapkan
Peta Strategi dan IKU OJK wide yang diturunkan ke level
Satuan Kerja. Untuk meningkatkan komitmen pelaksanaan
Kontrak Kinerja IKU dilakukan penandatanganan Kontrak
Kinerja IKU antara Anggota Dewan Komisioner dengan
Deputi Komisioner dan Deputi Komisioner dengan Kepala
Departemen.

Pada waktu yang sama, dilakukan penandatanganan Project
Charter Enam Inisiatif Strategis 2018. Inisiatif Strategis
merupakan proyek strategis lintas satker yang bertujuan
untuk mendukung pencapaian rencana jangka menengah
(Destination Statement) OJK 2017-2022 serta pencapaian Peta
Strategi OJK Wide 2018.

Laporan Keuangan 0JK 2017
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Preparation of OJK Technical Competences

The preparation of technical competences aims to determine
the required competences of each position or job and be used
as a reference in the implementation of the HR management
system, namely in the HR recruitment process, development,
transfers and rotation as well as to create the best talent to
support organisational performance.

Signing of the Performance Contract and Strategic Initiatives
Project Charter for 2018

To support the OJK Strategy Map in 2018 and Destination
Statement for 2017-2022, OJK has formulated the Strategy
Map and OJK-wide KPIs that cascade down to the work unit
level. To increase commitment to the KPIs, performance
contracts were signed between members of the Board of
Commissioners and the Deputy Commissioners as well as the
Deputy Commissioners and Department Heads.

At the same time, the Project Charters for six Strategic
Initiatives in 2018 were signed. The Strategic Initiatives are
strategic projects that extend across work units and aim to
support the OJK Destination Statement for 2017-2022 as well
as the OJK-Wide Strategy Map for 2018.

Indonesia Financial Services Authority 2017 Annual Report
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DPR Kukuhkan Dewan Komisioner OJK
Terpilih Periode 2017-2022

People’s Representative Council (DPR) strengthen the OJK
Board of Commissioners selected for 2017-2022

Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua dan Anggota Dewan
Komisioner OJK Periode 2017-2022 sesuai Keppres No. 87/P.2017 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Dengan pelantikan ini, tujuh
Anggota Dewan Komisioner OJK akan melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang
OJK No0.21/2011 tentang OJK bersama dengan Dewan Komisioner OJK ex-officio dari Bank Indonesia
dan ex-officio dari Kementerian Keuangan

The Chief Justice of the Supreme Court swore in and inaugurated the Chairman and members of the
OJK Board of Commissioners for the period from 2017-2022 pursuant to Presidential Decree (Keppres)
No. 87/P.2017 on the Discharge and Appointment of Members of the OJK Board of Commissioners. The
inauguration welcomed seven members to the OJK Board of Commissioners to execute their duties in

accordance with the OJK Act (No. 21) of 2011 along with an Ex-Officio member from Bank Indonesia

and Ministry of Finance.

Indonesia Financial Services Authority 2017 Annual Report
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Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK
berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan
terhadap seluruh kegiatan Sektor Jasa Keuangan. Tugas dan fungsi
dilakukan bertujuan agar kegiatan di Sektor Jasa Keuangan dapat
terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK
menerbitkan berbagai macam kebijakan dan mengimplementasikan
berbagai macam program. Dalam melaksanakan hal tersebut, OJK
berpatokan pada Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015
- 2019 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.

Il.1 Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
11.1.1 Latar Belakang

OJK memiliki mandat mengatur dan mengawasi SJK agar
perkembangan SJK nasional berjalan dengan baik, serta mampu
menopang kegiatan pembangunan. Untuk mendukung hal tersebut,
OJK perlu membuat rancang bangun arah pengembangan SJK
nasional yang bertujuan mendorong SJK tumbuh teratur dan
menghasilkan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Rancang bangun diperlukan dalam rangka proses
penyesuaian perekonomian dan reformasi sektor keuangan global.
Mengingat SJK merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan
perekonomian, penyusunan rancang bangun harus sejalan dengan
arah pembangunan ekonomi nasional. Peran SJK dalam hal ini
sebagai sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri serta
akses keuangan yang merata.

Pengembangan SJK juga disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMN
2015-2019 yaitu (1) SJK menjadi salah satu penyedia pembiayaan
pembangunan yang signifikan; (2) SUK mampu beradaptasi terhadap
perubahan melalui penyediaan produk dan layanan jasa keuangan
yang sesuai dengan karakteristik masyarakat kelas menengah; (3)
Perluasan produk dan layanan SJK dapat menjangkau berbagai
kalangan masyarakat melalui perluasan akses pembiayaan
usaha bagi usaha mikro dan kecil serta start-up business; dan
(4) Pengembangan SJK nasional dapat mendukung pencapaian
sasaran pembangunan melalui penyesuaian regulasi terkait SJUK dan
peningkatan sinergi kebijakan antar otoritas terkait.

Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017
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In accordance to The OJK Act (No. 21) of 2011 stated that OJK is
functioning to organize regulatory and supervisory system to all
activities of Financial Services Sector. Duties and functions are
intended to aim that all activities within the financial sector are
executed in an organized manner, fair, transparent, accountable and
capable of realizing a sustainable and stable financial system that
protects the interests of consumers and society. To achieve these
objectives, OJK publishes various policies and implements various
programs. In doing so, OJK is based on the Master Plan of Indonesia
Financial Services Sector 2015 - 2019 which is aligned with the
National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2015 - 2019.

1.1 Indonesia Financial Services Sector Masterplan
11.1.1 Background

OJK is mandated to regulate and supervise the national financial
services sector to ensure sound development that meets the needs
of the public and supports other development activities. To that end,
a national financial services sector development masterplan was
required to ensure steady growth and provide optimal benefits in
terms of ameliorating public welfare and prosperity. Considering
that the financial services sector is an integral element of economic
activity, the masterplan must be designed congruently with the
current direction of national economic development. In this case,
the financial services sector plays a key role as a source of domestic
development financing and a medium to broad financial access.

Several salient points of the financial services sector development
masterplan also adjusted to policy direction of the Medium-Term
National Development Plan (RPJMN) for 2015-2019 as follows: (1)
the financial services sector is a significant provider of development
financing; (2) the financial services sector must be able to adapt to
changes by providing financial products and services appropriate to
the characteristics of the nascent middle class; (3) financial services
and products must be affordable to all social strata through broader
access to financing for micro and small enterprises as well as start-
ups; and (4) national financial services sector development must
support attainment of the development goals by honing financial
services sector regulations and expanding policy synergy amongst
the relevant authorities.
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Dengan mempertimbangkan hal-haltersebut, OJK menyusunrancang
bangun yang komprehensif bagi pengembangan SJK nasional agar
mampu mendukung upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan
menjawab tantangannya. Rancang bangun ini dinamakan “Master
Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019".

1.1.2 Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Arah pengembangan SJK nasional dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung
percepatan pertumbuhan ekonomi nasional
SJK nasional diarahkan untuk meningkatkan kontribusinya dalam
mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi
peran dalam pembangunan ekonomi serta peningkatan
kapasitas.

2. Menjaga stabillitas sistem keuangan sebagai landasan bagi
pembangunan yang berkelanjutan
SJK diarahkan harus memiliki daya tahan yang memadai dalam
mengantisipasi goncangan yang dapat muncul.

3. Mewujudkan kemandirian finansial —masyarakat serta
mendukung upaya peningkatan pemerataan  dalam
pembangunan

SJK diarahkan untuk mengambil peran mewujudkan kemandirian
finansial masyarakat melalui program keuangan yang inklusif.

Arah pengembangan SJK nasional sebagaimana disebutkan di atas
memerlukan dukungan yang memadai dari aspek sumber daya
manusia dan teknologi informasi.

Laporan Keuangan 0JK 2017
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Based on the considerations, OJK compiled a comprehensive master
plan for national financial services sector development that supports
efforts to boost growth and overcome the challenges, known as the
Indonesia Financial Services Sector Master Plan 2015-2019.

11.1.2 Development Direction of the Financial Services Sector in
Indonesia

The development direction of the financial services sector in

Indonesia can be outlined as follows:

1. Optimising the role of the financial services sector to accelerate
national economic growth
The national financial services sector is encouraged to stimulate
economic activities by optimising its contribution to economic
development, as well as enhancing economic capacity.

2. Maintaining financial system stability as the foundation of
sustainable development
The financial services sector is oriented towards maintaining
adequate resilience in anticipation of the shocks that may
emerge.

3. Realising financial independence and promoting equitable
development
The financial services sector plays an important role in realising
financial independence through financial inclusion.

The development direction of the national financial services sector
requires the support of adequate human resources and information
technology.

Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
Development Direction of the Financial Services Sector in Indonesia

‘* Stabil

Stable

Kontributif
Contributive

Mengoptimalkan peran SJK
dalam mendukung percepatan
pertumbuhan ekonomi nasional

Optimising the role of the financial
services sector to accelerate national
economic growth

Pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM

Recruiting sufficient, high-quality human resources

Menjaga stabilitas sistem
keuangan sebagai landasan bagi
pembangunan yang berkelanjutan
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Mewujudkan kemandirian finansial
masyarakat serta mendukung upaya
peningkatan pemerataan dalam
pembangunan

Maintaining financial system
stability as the foundation of
sustainable development;

Realising financial independence
and supporting equitable
development

Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan di SJK
Utilising Information Technology
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I.2 Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan sebagai Landasan
Pembangunan yang Berkelanjutan

11.2.1 Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

11.2.1.1 Penguatan Protokol Manajemen Krisis Lintas Institusi
(Simulasi Krisis)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memiliki agenda rutin
setiap tahun yaitu simulasi pencegahan dan penanganan krisis
yang pada 2017 pelaksanaannya dilaksanakan secara full-dressed
oleh seluruh Anggota KSSK. Tema yang diambil adalah penanganan
permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank (resolusi bank).
Simulasi tersebut menguji penerapan pasal-pasal dalam Undang-
Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU
PPKSK), UU LPS, UU OJK, dan UU BI serta ketentuan turunan dari
undang-undang tersebut baik yang telah ditetapkan maupun yang
masih dalam bentuk rancangan.

Simulasi dititikberatkan pada penanganan solvabilitas bank sistemik
sebelum terjadinya krisis sistem keuangan. Secara garis besar,
simulasi menguji efektifitas pengambilan keputusan Rapat KSSK
berdasarkan ketentuan UU PPKSK dan melakukan tinjauan ulang
aturan pelaksanaan dari masing-masing lembaga. Simulasi juga
menguji keseragaman interpretasi UU PPKSK mengenai penanganan
solvabilitas bank sehingga diperlukan koordinasi antar anggota
KSSK untuk menangani bank yang mengalami permasalahan
likuiditas dan/atau solvabilitas serta pertukaran informasi secara
tepat sasaran dan waktu agar dapat mengambil kebijakan dan/atau
memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif.

11.2.1.2 Penguatan Fungsi Pengaturan, Perizinan, dan
Pengawasan Terintegrasi

Pasal 5 Undang-Undang Rl Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan mengamanatkan OJK untuk menyelenggarakan

sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap

keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan (SJK).

Penerapan fungsi pengaturan dan pengawasan terintegrasi

dilakukan melalui berbagai macam kegiatan antara lain:

1. Membentuk Satuan Kerja (Satker) yang melaksanakan tugas
pengaturan, perizinan, dan pengawasan terintegrasi.

2. Mengintegrasikan pengaturan seluruh LJK dari sektor Perbankan,
Pasar Modal, dan IKNB.
OJK telah dan akan terus melakukan upaya untuk
mengintegrasikan peraturan yang bersifat lintas sektor jasa
keuangan. Pengaturan terintegrasi merupakan pengaturan, baik
konvensional maupun syariah, yang berlaku untuk minimal dua
sektor dan pengaturan sektoral yang memiliki dampak signifikan
pada sektor lain. Selama ini, tiap jenis LJK memiliki peraturan
tersendiri. Beberapa peraturan yang telah diintegrasikan adalah
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1.2 Maintaining Financial System Stability as the Foundation
of Sustainable Development

11.2.1 Strengthening Financial Services Sector Supervision

11.2.1.1 Strengthening the Crisis Management Protocol (CMP)
Across Institutions (Crisis Simulation)

The Financial System Stability Committee has a regular agenda to
simulate crisis prevention and management. In 2017, a full-dressed
simulation was conducted by all members of the Financial System
Stability Committee, entitled Resolving Bank Liquidity and Solvency
Issues (Bank Resolution). The simulation tested the application of
articles contained in the Financial System Crisis Prevention and
Mitigation (PPKSK) Act, LPS Act, OJK Act and Bank Indonesia Act
as well as subsequent provisions in prevailing laws and draft bills.

The simulation emphasised the resolution of solvency issues at
systemically important banks (SIB) before a financial system crisis
can occur. In general, the simulation tested the effectiveness of
the decision-making function of the Financial System Stability
Committee pursuant to the Financial System Crisis Prevention and
Mitigation (PPKSK) Act and reviewed the implementation rules
applicable to each respective institution. The simulation tested
the uniformity of how the Financial System Crisis Prevention and
Mitigation (PPKSK) Act was interpreted in terms of resolving bank
solvency issues, which required close coordination between all the
Financial System Stability Committee members to resolve bank
liquidity and/or solvency issues, while simultaneously exchanging
timely information in order to successfully take policy decisions and/
or make effective policy recommendations.

11.2.1.2 Strengthening the Integrated Regulation, Licensing
and Supervision Function

Article 5 of the OJK Act (No. 21) of 2011 mandates the Financial
Services Authority (OJK) to conduct integrated regulation and
supervision of all activities in the financial services sector. The
integrated regulation and supervision function is implemented
through various activities as follows:

1. Establishing work units to implement the integrated regulation,
licensing and supervision function.

2. Integrating the regulations for all financial services institutions
in the banking sector, capital market and nonbank financial
industry.

OJK has and will continue to integrate regulations that affect
multiple sectors in the financial services industry. Integrated
regulations include conventional and Islamic regulations that
affect at least two sectors as well as sectoral regulations that
have a significant impact on another sector or other sectors.
Thus far, each type of financial services institution has its own
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POJK mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and
Proper Test) dan POJK mengenai pendaftaran akuntan publik (AP
dan KAP).

3. Mengintegrasikan perizinan seluruh SJK melalui satu pintu.
OJK juga menerapkan perizinan yang terintegrasi, yaitu
pelayanan perizinan melalui satu pintu dengan didukung
oleh sistem informasi. Salah satu sistem yang dikembangkan
OJK untuk mendukung perizinan terintegrasi adalah Sistem
Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Terdapat
beberapa jenis perizinan yang dikelola menggunakan SPRINT,
yaitu Bancassurance, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD),
Pendaftaran Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dan
Sukuk Obligasi. Selain perizinan melalui satu pintu untuk
beberapa jenis SJK, SPRINT juga telah meningkatkan efisiensi
proses kerja perizinan SJK, antara lain:
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set of regulations. Nonetheless, several regulations have been
integrated, including the OJK Regulation (POJK) Concerning
Fit & Proper Tests and the OJK Regulation (POJK) on Public
Accountants.

3. Integrating one-stop licensing for all financial services sectors.
OJK has also integrated licensing services through one-stop
licensing services (PTSP), supported by infrastructure systems.
One such system developed by OJK is the Integrated Registration
and Licensing Information System (SPRINT). Several types
of licenses are managed using the SPRINT system, including
Bancassurance, Investment Fund Selling Agents (APERD),
Registration of Public Accountants and Public Accountant Offices,
as well as Sukuk and Bonds. In addition to one-stop licensing
services (PTSP) for the various financial services institutions,
SPRINT has also increased financial services sector licensing
efficiency as follows:

Bancassurance Modul Pengembangan SPRINT Sukuk dan Obligasi
Bancassurance SPRINT Module Development Sukuk and Bonds

Percepatan proses dari 100 hari kerja menjadi
19 hari kerja

Accelerated the licensing process from 100 to
19 working days

19 hari kerja

19 working days

4. Mengintegrasikan pengawasan terhadap seluruh SJK
Pengawasan secara terintegrasi dimulai dengan pelaksanaan
pengawasan terhadap beberapa LJK yang tergabung dalam
suatu konglomerasi. Sehubungan hal tersebut, OJK telah
menerbitkan tiga ketentuan terkait pengawasan terintegrasi
terhadap Konglomerasi Keuangan (KK), yaitu:

a. POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap Konglomerasi
Keuangan;

b. POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola
Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan; dan

c. POJKNomor26/POJK.03/2015tentang Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap Konglomerasi
Keuangan, OJK mengembangkan metode pengawasan antara
lain mencakup Know Your Financial Conglomerate (KYFC),
Integrated Risk Rating (IRR), dan Integrated Supervisory Plan
(ISP) untuk mendokumentasikan pemahaman pengawas terhadap
Konglomerasi Keuangan, risiko Konglomerasi Keuangan, dan
strategi pengawasan Konglomerasi Keuangan secara group-wide.
OJK juga telah mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan
Terintegrasi (SIPT) untuk membantu Pengawas dalam melakukan
analisis dan menentukan keputusan terkait pengawasan
Konglomerasi Keuangan.

Percepatan proses dari 105 hari kerja menjadi

Investment Fund Selling Agents (APERD)
Accelerated the licensing process from 105 to

Percepatan proses dari 105 hari menjadi

22 hari kerja

Accelerated the licensing process from 105 to
22 working days

4. Integrating supervision of all financial services sectors.
Integrated supervision began with oversight of financial
services institutions within one financial conglomerate through
promulgation of three regulations concerning the Integrated
Supervision of Financial Conglomerates as follows:

a. OJK Regulation (POJK) No. 17/POJK.03/2014 concerning
Integrated Risk Management of Financial Conglomerates;

b. OJK Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2014 concerning
Integrated Governance at Financial Conglomerates; and

c. OJK Regulation (POJK) No. 26/POJK.03/2015 concerning
Integrated Minimum Capital Adequacy Requirements for
Financial Conglomerates.

To supervise financial conglomerates, OJK developed several
supervision methods, namely Know Your Financial Conglomerate
(KYFC), Integrated Risk Ratings (IRR) and Integrated Supervisory
Plan (ISP), to document supervisors’ understanding of financial
conglomerates, financial conglomerate risks and applicable group-
wide supervision strategies for financial conglomerates. OJK also
developed the Integrated Supervision Information System (SIPT) to
help supervisors analyse and take supervisory decisions regarding
financial conglomerates.
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Profil Konglomerasi Keuangan

Total aset dari 49 Grup Konglomerasi Keuangan per Desember
2017 sebesar Rp6.457 triliun. Sementara itu, total aset industri jasa
keuangan Indonesia sebesar Rp9.699 triliun. Dengan demikian,
persentase perbandingan total aset 49 KK terhadap total aset industri
jasa keuangan cukup signifikan yaitu 66,57%.
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Profile of Financial Conglomerates

As of December 2017, the total assets of 49 financial conglomerate
groups amounted to Rp6,457 trillion, accounting for a significant
66.57% share of the Rp9,699 trillion in total assets of the financial
services industry in Indonesia.

Profil Konglomerasi Keuangan
Profile of Financial Conglomerates

Konglomerasi Keuangan (KK) Heterogen

Heterogeneous Financial Conglomerates

48 49
Konglomerasi Keuangan
Financial Conglomerates

Des 16 Des 17
Total Aset | Total Assets 5.893 T 6.457 T
9
) ) % t.erhadap Total Aset SJK 67,25% 66,57%
% of Financial Services Sector Total Assets
Penelitian, Pengaturan, dan Pengembangan Pengawasan

Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan
Sepanjang 2017, beberapa hal yang dilakukan dalam rangka
menjalankan fungsi Penelitian, Pengaturan, dan Pengembangan
Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan dapat
dijabarkan sebagai berikut:
1. Menerbitkan Roadmap Pengawasan Terintegrasi
Roadmap disusun bertujuan untuk memberikan arah kebijakan,
pengembangan sistem/metodologi pengawasan, dan penguatan
implementasi pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi
Keuangan, serta sejalan dengan kebijakan umum pengawasan
terhadap Sektor Jasa Keuangan yang tertuang dalam Master
Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015 - 2019. Roadmap
Pengawasan Terintegrasi 2017-2019 mencakup tiga aspek utama,
yaitu:
a. Kebijakan Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi
Keuangan;
b. Sistem dan Metodologi Pengawasan Terintegrasi terhadap
Konglomerasi Keuangan; dan
c. Implementasi Pengawasan
Konglomerasi Keuangan.

Terintegrasi terhadap
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Konglomerasi Keuangan
Financial Conglomerates

Jenis Struktur dari 49 Konglomerasi Keuangan
Structure Type of 49 Financial Conglomerates
11

,
Vertical
€q®»§ ertica

Horizontal

e'g@ Mixed Financial Services

@Y Institution

27
Jenis LJK | Type of Financial Services Total
Bank | Banks 36

Perusahaan Efek | Securities Companies
Asuransi/Reasuransi | Insurance/Reinsurance 7
Perusahaan Pembiayaan | Finance Companies

Lembaga Keuangaan Khusus | Other Special
Financial Institutions

Total 49

Integrated Supervision of Financial Conglomerates

In 2017, OJK implemented the following Research, Regulation and
Development measures concerning the Integrated Supervision of
Financial Conglomerates:

1. Publication of the Integrated Supervision Roadmap

The roadmap was compiled to provide policy direction, develop
supervision systems/methodologies and strengthen the
integrated supervision of financial conglomerates in line with
general supervision policy for the Financial Services Sector, as
contained in the Indonesia Financial Services Sector Masterplan
for 2015-2019. The new Integrated Supervision Roadmap for
2017-2019 covers three salient aspects as follows:

a. Integrated Supervision Policy for Financial Conglomerates;

b. Integrated Supervision Systems and Methodologies for
Financial Conglomerates; and

c. Integrated Supervision Implementation for
Conglomerates.

Financial
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Pilar Roadmap Pengawasan Terintegrasi
Pillars of the Integrated Supervision Roadmap

Master Plan
Sektor Jasa Keuangan Indonesia
(MPSJKI) 2015 - 2019
Indonesia’s Financial Services Sector Master Plan (MPSJKI) 2015 - 2019

Mewujudkan Konglomerasi Keuangan yang sehat dan stabil yang mendukung stabilitas sistem keuangan
Create Sound and Stable Financial Conglomerates that support Financial System Stability

e

KEBIJAKAN

SISTEM DAN METODOLOGI
POLICY SYSTEMS AND METHODOLOGIES

IMPLEMENTASI
IMPLEMENTATION

SDM yang handal
Reliable Human Resources

2. Enhancement Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan
terintegrasi, OJK telah menyelesaikan pengembangan aplikasi
SIPT Tahap Ill, yaitu modul data keuangan dan Financial
Conglomerate Ratio (FICOR).

Tujuan utama pengembangan aplikasi SIPT adalah untuk
membantu pengawas terintegrasi dalam melakukan analisis
dan menentukan keputusan terkait pengawasan Konglomerasi
Keuangan.
3. Technical Assistance (TA)
terintegrasi.
Dalam rangka pengembangan pengawasan terintegrasi, OJK
bekerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) dan
Australia Indonesia Partnership for Economic Governance
(AIPEG) melalui Technical Assistance.
4. Implementasi Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi
Keuangan
a. Menyusun Integrated Supervisory Plan (ISP) 2017
terhadap 42 Konglomerasi Keuangan. ISP bertujuan untuk
mempersiapkan seluruh aktivitas pengawasan yang akan
dilakukan terhadap suatu Konglomerasi Keuangan guna
mendukung efisiensi dan efektifitas pengawasan terintegrasi
terhadap Konglomerasi Keuangan.

pengembangan pengawasan

2. Enhancement of the Integrated Supervision Information System
(SIPT)
Supporting the implementation of integrated supervision, OJK
has completed development of the Stage-Ill SIPT application,
namely the financial data module and Financial Conglomerate
Ratio (FICOR).

The primary goal of the SIPT application is to assist Integrated
Supervisors analyse and take supervisory decisions regarding
financial conglomerates.

3. Technical Assistance (TA) on
Development
Seeking to develop integrated supervision, OJK cooperated with
the International Monetary Fund (IMF) and Australia Indonesia
Partnership for Economic Governance (AIPEG) through Technical
Assistance.
4. Implementation of Integrated Supervision of Financial
Conglomerates
a. Formulated the Integrated Supervisory Plan for 2017 towards
42 Financial Conglomerates
The ISP aims to prepare all supervision activities to be
performed on a specific financial conglomerate in order
to enhance the efficiency and effectiveness of integrated
supervision of financial conglomerates.

Integrated Supervision

Indonesia Financial Services Authority 2017 Annual Report




b. Menyusun Know VYour Financial Conglomerate (KYFC)
dan Integrated Risk Rating (IRR) posisi Juni 2017 untuk 48
Konglomerasi Keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan
agregasi dari risiko secara keseluruhan atas Konglomerasi
Keuangan yang digunakan untuk menetapkan peringkat
dari Konglomerasi Keuangan sebagai gambaran mengenai
kondisi usahanya dan menjadi landasan bagi Pengawas
Terintegrasi untuk menetapkan strategi dan perencanaan
pengawasan terintegrasi.

c. Melaksanakan Forum Panel Pengawasan Terintegrasi (FPPT)
terhadap 10 Konglomerasi Keuangan yang merupakan
bagian dari proses pengendalian Kualitas Pengawasan
Terintegrasi melalui peer review terhadap input, proses,
dan output  kegiatan pengawasan Konglomerasi
Keuangan berdasarkan risiko (Risk Based Supervision)
agar memenuhi standar kualitas tertentu, antara
lain : penggunaan informasi secara komprehensif, ketajaman
dan kedalaman analisis, signifikansi, kualitas pengambilan
kesimpulan atas kondisi Konglomerasi Keuangan, dan
tindakan pengawasan yang dilakukan.

Business Visit Entitas Non-LJK terelasi Konglomerasi Keuangan

(KK)

Pelaksanaan business visit dilatarbelakangi POJK No. 17/

POJK.03/2014, SEDK OJK No. 2/SEDK.03/2015, prinsip pengawasan

Konglomerasi Keuangan No. 8, 10, dan 16 Joint Forum, dan

rekomendasi FSAP yang menegaskan pentingnya dilakukan evaluasi

terhadap unregulated entities konglomerasi keuangan. Pelaksanaan

business visit bertujuan sebagai berikut:

*  Memperoleh gambaran mengenai potensi risiko dari entitas non-
LJK terelasi dan dampaknya terhadap konglomerasi keuangan;

* Mengetahui kemampuan Pemegang Saham Pengendali Terakhir
(Ultimate Shareholders) dalam mendukung permodalan
Lembaga Jasa Keuangan, yang antara lain bersumber dari
kinerja entitas Non LJK terelasi; dan

» Identifikasi dan pemetaan lebih lanjut terhadap aspek risiko
transaksi intragrup yang berasal dari Non LJK yang sejalan
dengan rencana perumusan POJK transaksi intragrup.

Selama 2017, OJK melaksanakan business visit terhadap sembilan
entitas non-LJK terelasi Konglomerasi Keuangan pada segmen
bisnis kertas, agrobisnis, energi, pertambangan dan alat berat,
semen, dan rokok.

11.2.1.3 Penguatan Fungsi Penyidikan Terhadap Pelaku di Sektor
Jasa Keuangan

OJK sebagai regulator Sektor Jasa Keuangan memiliki fungsi
penyidikan, pengembangan kebijakan penyidikan, pelaksanaan kerja
sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum
dan pemberian dukungan penyidikan tindak pidana di Sektor Jasa
Keuangan. Dalam menjalankan fungsi penyidikan, OJK melakukan
berbagai langkah strategis antara lain: penyempurnaan ketentuan
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b. Formulated Know Your Financial Conglomerate (KYFC)

and Integrated Risk Rating (IRR) for the June 2017 position
towards 48 Financial Conglomerates.
This aims to produce a risk aggregation of all financial
conglomerates to determine the financial conglomerate
ratings and elucidate business conditions, thus forming the
basis for Integrated Supervisors to design an integrated
supervision strategy and plan.

c. Implemented the Integrated Supervision Panel Forum (FPPT)
towards 10 Financial Conglomerates.
FPPT is part of the Integrated Supervision Quality Assurance
process, including a peer review of the inputs, processes
and outputs of Risk-Based Supervision in order to meet
specific quality standards, including the comprehensive
use of information, the precision and depth of analysis,
the significance and quality of the conclusions drawn
on prevailing financial conglomerate conditions and the
supervisory actions taken.

Business Visits to Non-Financial Services Institutions related to

Financial Conglomerates

The implementation of business visits is based on OJK Regulation

(POJK) No. 17/POJK.03/2014, BOC Circular Letter (SEDK) No.

2/SEDK.03/2015, Principles for the Supervision of Financial

Conglomerates No. 8, 10 and 16, the Joint Forum and Financial

Sector Assessment Program (FSAP) recommendations that

emphasise the importance of evaluating the unregulated entities of

financial conglomerates. Business visits aim to:

* Elucidate the potential risks of related non-financial services
institutions and the impact on the financial conglomerate;

» Ascertain the ultimate shareholder capacity backing the capital
of Financial Services Institutions, which may originate from
related non-financial services institutions; and

* ldentify and map the risks associated with intragroup transactions
originating from non-financial services institutions in line with
plans to formulate an OJK Regulation pertaining intragroup
transaction.

In 2017, OJK visited nine non-financial services institution entities
related to financial conglomerates in the paper, agribusiness, energy,
mining and heavy equipment, cement and cigarette subsectors.

1.2.1.3 Strengthening the OJK Investigation Function of
Financial Services Sector Players

As regulator of the financial services sector, OJK maintains
an investigation function, develops investigation policy and
cooperates with relevant parties to enforce the law and support
criminal investigations in the financial services sector. Through its
investigation function, OJK performs various strategic measures,
including refining the implementation regulations concerning
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pelaksanaan penyidikan, perumusan dan pendukung kebijakan di
bidang tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan serta pemenuhan
infrastruktur baik dari segi sumber daya manusia sesuai dengan
formasi efektif.

OJK memiliki 21 Penyidik terdiri dari 13 Penyidik yang berasal dari
Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik
Polri) dan delapan Penyidik yang berasal dari Pejabat Pegawai
Negeri Sipil (Penyidik PPNS). OJK juga berkoordinasi dengan pihak
Kementerian dan/atau Lembaga terkait lainnya untuk mendatangkan
Penyidik dan/atau Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi formasi
efektif Penyidik OJK.

i. Kebijakan Penyidikan

OJK mempersiapkan perangkat peraturan untuk mendukung

efektifnya pelaksanaan fungsi penyidikan dengan membangun

piranti lunak, perangkat regulasi, maupun standar operasional
prosedur. Perangkat regulasi tersebut terdiri atas:

a. Revisi Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan
tugas penyidikan;

b. Review perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor
Jasa Keuangan (POJK Penyidikan) dan Peraturan Dewan
Komisioner Nomor 3/PDK.01/2015 tentang Pelaksanaan
Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (PDK
Penyidikan);

ii. Hubungan Kelembagaan
OJK melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama
antara Kejaksaan Rl tentang Penanganan Tindak Pidana di
Sektor Jasa Keuangan. Tujuan penandatanganan kesepakatan
dimaksud untuk optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan proses
penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sampai
kepada proses penuntutan di pengadilan.

iii. Penanganan Perkara
Terkait dengan fungsi penyidikan yang dilaksanakan dengan
mendasari pada ketentuan perundang-undangan, POJK, PDK,
dan SEDK Penyidikan selama 2017, OJK menerbitkan 17 Surat
Perintah Penyidikan (Sprindik) yang terdiri dari:

Perkara
Sector

Perkara Perbankan
Banking Sector Cases

Perkara Pasar Modal
Capital Market Cases

Perkara IKNB
Nonbank Financial Industry Cases

1 Perkara Asuransi
1 Insurance Company Case

Total

Surat Perintah Penyidikan Berdasarkan Sektor

Investigation Directives by Sector

10 Perkara BPR & 2 Perkara BPD
10 Rural Bank Cases & 2 Regional Bank Cases
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investigations, formulating and supporting policies to prevent
financial services sector crime and provide supporting infrastructure
in the form of effective manpower.

0OJK employs 21 investigators, consisting of 13 Police investigators
from State Officials from The Indonesian National Police and eight
civil investigators. Furthermore, OJK also coordinates with other
relevant Government Ministries and/or Institutions to fulfil the need
for effective investigators and/or civil servants.

i. Investigation Policy
0OJK has prepared regulatory apparatus to support an effective
investigation function by developing software, regulation
devices and standard operating procedures as follows:

a. A revision of the Standard Operating Procedures (SOP)
concerning implementation of the investigation function;

b. A review of the amendments to OJK Regulation (POJK) No.
22/POJK.01/2015 on Criminal Investigations in the Financial
Services Sector and BoC Regulation (PDK) No. 3/PDK.01/2015
on Criminal Investigations in the Financial Services Sector;

ii. Institutional Relationships
OJK signed a Memorandum of Understanding (MoU) with
the Attorney General Office on Solving Crime in the Financial
Services Sector. The agreement was signed to optimise and
streamline the process of Solving Crime in the Financial Services
Sector to the prosecution process in a court of law.

iii. Case Handling
In relation to the investigation function pursuant to prevailing
laws, OJK Regulations (POJK), BoC Regulations (PDK) and BOC
Circular Letters (SEDK), OJK issued 17 Investigation Directives
(Sprindik) as follows:

Jumlah Sprindik
Total Sprindik

12

3 Perkara Emiten & 1 Perkara Perusahaan Efek
3 Issuer Cases & 1 Securities Company Case

17

Indonesia Financial Services Authority 2017 Annual Report
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Dari hasil penyidikan dan gelar perkara, OJK mengirimkan lima
berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan RI
sebagai berikut:
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Of the investigations and cases pursued in 2017, a total of five were
referred to the Public Prosecutor Unit (JPU) at the Attorney General
Office of the Republic of Indonesia as follows:

Perkara Pemberkasan Kejaksaan Berdasarkan Sektor
Sector Cases Prosecuted by Sector

Perbankan

3 Perkara BPR & 1 Perkara BPD

Banking Sector 3 Rural Bank Cases & 2 Regional Bank Cases 4 4
Pasar Modal 1 Perkara Emiten/PP 1 .
Capital Market 1 Issuer/Securities Company Cases

IKNB . .
Nonbank Financial Industry

Total 5 4

Dari lima berkas perkara yang dilimpahkan tersebut, empat berkas
perkara diantaranya dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI.

11.2.1.4 Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme

Harmonisasi Pengaturan Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Selama 2017, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12/
POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Sektor
Jasa Keuangan. Penerbitan Peraturan ini dilatarbelakangi
semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa
keuangan termasuk pemasarannya (multi channel marketing), dan
meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa
keuangan yang menyebabkan meningkatnya risiko Penyedia Jasa
Keuangan digunakan sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang
dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peningkatan risiko
tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan
program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko sesuai dengan
prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional. Peraturan
ini pada dasarnya mengharmonisasikan dan mengintegrasikan
pengaturan mengenai penerapan program anti APU PPT di Sektor
Jasa Keuangan.

Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan penerapan
program APU PPT, OJK menerbitkan Surat Edaran OJK tentang
Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko untuk masing-
masing sek